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Litha Lailatul Latifah, Pengaruh Penerapan Aplikasi SIMPAD, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan Minuman di Kota Samarinda. Dibimbing oleh Bapak Iskandar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan aplikasi SIMPAD, pemahaman perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Samarinda. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner yang diukur menggunakan skala likert. Jawaban kuesioner dari 100 responden wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman dianalisis menggunakan metode PLS-SEM dengan software SmartPLS 4. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan aplikasi SIMPAD tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman. Sedangkan, pemahaman perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman.


Kata Kunci: penerapan aplikasi SIMPAD; pemahaman perpajakan; sanksi pajak; kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman.
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Litha Lailatul Latifah, The Effect of SIMPAD Application Implementation, Understanding Taxation and Tax Sanctions on Compliance of Certain Goods and Services Taxpayers on Food and Beverages in Samarinda City. Supervised by Mr Iskandar. This study aims to analyse the effect of the application of the SIMPAD application, understanding of taxation and tax sanctions on the compliance of certain goods and services taxpayers on food and beverages registered at the Samarinda City Regional Revenue Agency (Bapenda). This study uses quantitative methods with primary data obtained through distributing questionnaires measured using a Likert scale. The answers to the questionnaire from 100 respondents of certain goods and services taxpayers on food and beverages were analysed using the PLS-SEM method with SmartPLS 4 software. The results of this study indicate that the application of the SIMPAD application has no significant effect on the compliance of certain goods and services taxpayers on food and beverages. Meanwhile, understanding of taxation and tax sanctions has a significant and positive effect on the compliance of certain goods and services taxpayers on food and beverages.


Keywords: application of SIMPAD application; understanding of taxation; tax sanctions; compliance of certain goods and services taxpayers on food and beverages.
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Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Melalui sistem ini, daerah otonom diberikan kekuasaan, hak, dan kewajiban untuk mengelola serta mengurus semua urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sistem otonomi daerah memberikan hak kepada daerah untuk mengatur dan mengelola segala urusan lokal, termasuk menentukan Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk meningkatkan kesejahteraan daerah tersebut. Sumber pendapatan daerah meliputi pajak daerah dan retribusi daerah.
Pajak daerah merupakan kontribusi wajib dari individu atau badan kepada pemerintah daerah yang bersifat memaksa, tanpa imbalan langsung, dan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan publik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah dibagi menjadi dua jenis, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Di Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda menempati peringkat kedua dalam penerimaan pajak daerah setelah Kota Balikpapan, yang menduduki posisi pertama.
Berbagai jenis Pajak Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2024, salah satunya adalah pajak barang dan jasa (PBJT) atas makanan dan minuman, yang sebelumnya disebut dengan pajak restoran. Meskipun Kota Samarinda bukan kota wisata, jumlah restoran di sana
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cukup banyak. Hal ini sejalan dengan tingginya kebutuhan akan tempat makan, yang membuka peluang perkembangan sektor kuliner. Banyaknya restoran di Samarinda berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran kota tersebut.
Berikut adalah data mengenai realisasi penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Makanan dan Minuman pada Bapenda Kota Samarinda, yang tercantum pada tabel 1.1 dan memuat informasi mulai dari tahun 2018 hingga 2023:
Tabel 1.1. Target dan Realisasi PBJT atas Makanan dan Minuman
	Tahun
	Target Penerimaan (Rp)
	Realisasi Penerimaan (Rp)
	Persentase (%)

	2018
	52.500.000.000,00
	57.135.686.655,37
	108,83

	2019
	61.000.000.000,00
	70.734.847.010,81
	115,96

	2020
	24.400.000.000,00
	48.043.359.230,12
	196,90

	2021
	57.000.000.000,00
	59.842.140.016,17
	104,99

	2022
	82.000.000.000,00
	89.892.052.940,22
	109,62

	2023
	100.000.000.000,00
	119.449.763.753,67
	119,45


Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda, 2024
Tabel 1.1 menunjukkan bahwa target dan realisasi penerimaan pajak restoran di Kota Samarinda mencerminkan ketidakstabilan persentase penerimaan, meskipun realisasi selalu berhasil mencapai target. Pada tahun 2020, target penerimaan mengalami penurunan sebesar 60% akibat dampak kondisi situsional di Indonesia, yang memengaruhi target dan realisasi dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun begitu, realisasi penerimaan pada tahun 2020 berhasil memenuhi target karena target tersebut ditetapkan terlalu rendah. Pada tahun 2021, baik target maupun realisasi penerimaan mengalami peningkatan sebesar dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp 32.600.000, namun belum berhasil melampaui capaian tahun 2019. Selanjutnya, pada tahun 2022 dan 2023, realisasi mulai mengalami peningkatan yang signifikan bahkan melebihi target.
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Berdasarkan data dari Bapenda Kota Samarinda, pengelolaan pemungutan pajak atas barang dan jasa tertentu (PBJT) atas makanan dan minuman sudah menunjukkan hasil yang baik. Namun, tingginya realisasi penerimaan pajak tidak selalu mencerminkan kepatuhan para wajib pajak. Faktanya, masih ada wajib pajak atas barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman yang belum memenuhi kewajiban pajaknya, seperti kasus penunggakan pajak yang melanggar peraturan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak di sektor tersebut belum optimal, salah satunya disebabkan oleh rendahnya kepatuhan wajib pajak yang perlu ditingkatkan. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Makanan dan Minuman dan WP yang menunggak/tidak membayar pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman pada tahun 2018 hingga 2023 yang disajikan dalam tabel 1.2 berikut:
Tabel 1.2. Data Jumlah Wajib Pajak, Wajib Pajak dan persentase yang menunggak/tidak membayar PBJT atas Makanan dan Minuman di Kota Samarinda
	Tahun
	Jumlah WP PBJT atas Makanan dan Minuman
	Data WP yang menunggak/tidak membayar PBJT atas Makanan dan Minuman
	Persentase (%)

	2018
	1222
	24
	1,96

	2019
	1303
	223
	17,11

	2020
	1456
	77
	5,29

	2021
	1744
	140
	8,03

	2022
	2240
	182
	8,12

	2023
	2810
	254
	9,04


Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda, 2024

Berdasarkan tabel di atas, rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Samarinda dapat dilihat dari peningkatan jumlah wajib pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas makanan dan minuman yang menunggak dari tahun 2018 hingga 2023. Pada tahun 2023, tercatat jumlah penunggak pajak tertinggi yaitu
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sebanyak 254 wajib pajak. Selain itu, pertumbuhan jumlah wajib pajak restoran di Kota Samarinda dari tahun 2018 hingga 2023 terus mengalami peningkatan, seperti yang terlihat pada tabel di bawah. Namun, pertambahan wajib pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas makanan dan minuman ini tidak secara otomatis meningkatkan kepatuhan, melainkan juga menambah jumlah wajib pajak yang menunggak. Hal ini mencerminkan bahwa masih ada wajib pajak yang belum sepenuhnya patuh terhadap kewajiban pajak mereka.
Beberapa wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan, salah satunya adalah Kedai Sabindo. Wajib pajak tersebut telah memungut pajak dari konsumen, namun belum menyetorkannya kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda. Akibatnya, restoran/rumah makan tersebut disegel dengan spanduk yang bertuliskan wajib pajak ini belum melunasi kewajiban pajak daerah.
Saat ini PBJT atas Makanan dan Minuman menerapkan self-assessment system, yang berarti pemerintah memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk mengelola sendiri pendaftaran, perhitungan, pembayaran, dan pelaporan kewajiban perpajakannya. Untuk memudahkan masyarakat sebagai wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka, Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda telah meningkatkan layanan dengan meluncurkan program yang dirancang untuk mempermudah pelaporan pajak dengan program berbasis online.
Aplikasi tersebut dikenal sebagai Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Asli Daerah, yang berfungsi serupa dengan aplikasi E-SPTPD dan e-filling. Aplikasi SIMPAD membantu memudahkan para wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) karena bisa dilakukan dimanapun dan
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kapanpun, tanpa harus ke kantor pajak. Aplikasi ini mampu mempengaruhi wajib pajak terhadap kepatuhan karena memberikan kemudahan para wajib pajak. Hal ini didukung oleh Penelitian Fakhroni et al., (2022) telah membahas tentang Tax Compliance Reporting: Antecedent and Moderating Effect yang membuktikan bahwa penggunaan E-SPTPD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaporan pajak. Menurut penelitian Wardani et al., (2021) juga membuktikan Aplikasi E-SPTPD mempunyai hubungan yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wulandini & Srimindarti (2023) juga menunjukkan bahwa penerapan Sistem e-filling berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Defitri & Fauziati (2018) dan Satria & Putri (2021) menunjukkan hasil yang berbeda yang membuktikan e-filling tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Amalia et al., (2022) juga membuktikan e-filling tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Meskipun aplikasi SIMPAD menyediakan kemudahan, namun pemahaman dan kepatuhan wajib pajak terhadap penggunaannya tidak sejalan. Penyebab dari ketidakpahaman dan ketidakpatuhan tersebut adalah karena persepsi bahwa penggunaan aplikasi tersebut sulit, yang membuat sebagian wajib pajak malas untuk melaporkan E-SPTPD. Kurangnya pemahaman teknologi juga menjadi faktor utama yang membuat kepatuhan wajib pajak rendah dalam membayar pajak. Kepatuhan terhadap aturan pajak yang berlaku disebut sebagai kepatuhan perpajakan.
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Kepatuhan pajak sangat penting untuk meningkatkan penerimaan pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah perilaku individu yang dipengaruhi oleh situasi, alasan, atau keadaan tertentu. Menurut teori atribusi, perilaku tersebut termasuk kepatuhan pajak, dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu internal dan eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak restoran meliputi pemahaman tentang perpajakan. Sementara itu, faktor eksternal mencakup sanksi perpajakan.
Salah satu faktor internal yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pemahaman tentang perpajakan. Pemahaman ini merupakan aspek penting yang dapat membantu wajib pajak memahami kewajiban mereka, seperti pengetahuan dasar mengenai perpajakan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Lazuardini et al., (2018), Abdi Pradnyani et al., (2022), dan Permata & Zahroh (2022) menunjukkan hasil bahwa Pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut berlawanan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Arisandy, (2017), Rizki & Farina (2022) dan Wulandini & Srimindarti (2023), pada penelitian tersebut membuktikan bahwa Pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Faktor eksternal yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak salah satunya adalah sanksi pajak. Untuk mencegah wajib pajak yang mengabaikan aturan perpajakan, sanksi ini berperan sebagai alat pencegahan terhadap kecurangan pajak dan menjadi salah satu strategi efektif untuk mengurangi ketidakpatuhan. Meskipun demikian, masih ada wajib pajak yang tidak mematuhi kewajiban pajaknya secara tepat waktu. Wajib pajak cenderung mematuhi aturan
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perpajakan jika mereka menyadari bahwa sanksi pajak dapat menyebabkan kerugian bagi mereka (Wulandini & Srimindarti, 2023). Beberapa penelitian sebelumnya seperti Permata & Zahroh (2022) dan Rizki & Farina (2022) menunjukkan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, hasil dari penelitian Lazuardini et al., (2018) menunjukkan bahwa sanksi pajak mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Penelitian Rizajayanti, (2017) dan Ignas Pau et al., (2022) juga membuktikan bahwa sanksi tidak memiliki berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib.
Meskipun telah ada banyak penelitian sebelumnya yang membahas kepatuhan wajib pajak, namun masih terdapat tidak konsistensinya mengenai hasil yang diperoleh, hal tersebut menjadikan topik kepatuhan wajib pajak tetap menarik untuk diteliti kembali. Dalam konteks ini, penulis merasa tertarik untuk menjalankan penelitian baru mengenai masalah kepatuhan terhadap pajak, khususnya dalam menggali dampak dari salah satu aplikasi teknologi perpajakan terbaru yang diperkenalkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda, yakni SIMPAD yang jarang dibahas.
Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana penggunaan aplikasi SIMPAD mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak secara daring, serta bagaimana pemahaman mereka tentang perpajakan dan sanksi pajak berperan dalam proses tersebut. Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, peneliti tertarik untuk menjalankan penelitian berjudul "Pengaruh Penerapan Aplikasi SIMPAD, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan
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Wajib Pajak", yang akan dilaksanakan pada wajib pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas makanan dan minuman di Kota Samarinda.
1.2. [bookmark: _bookmark12]Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:
1. Apakah penerapan Aplikasi SIMPAD berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas makanan dan minuman di Kota Samarinda ?
2. Apakah Pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas makanan dan minuman di Kota Samarinda ?
3. Apakah Sanksi pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas makanan dan minuman di Kota Samarinda ?
1.3. [bookmark: _bookmark13]Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan Aplikasi SIMPAD terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas makanan dan minuman di Kota Samarinda.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas makanan dan minuman di Kota Samarinda.
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3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas makanan dan minuman di Kota Samarinda.
1.4. [bookmark: _bookmark14]Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat yang ditujukan kepada berbagai pihak, yaitu:
1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memperkaya wawasan kita terkait aspek ekonomi, khususnya dalam bidang perpajakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kajian tersebut dipengaruhi oleh teori TAM dan perilaku individu atau teori atribusi dalam studi mengenai penerapan aplikasi SIMPAD, pemahaman perpajakan, sanksi pajak yang semuanya berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman.
2. Manfaat Praktis

a. Wajib Pajak Barang dan Jasa atas Makanan dan Minuman

Penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi para wajib pajak restoran untuk meningkatkan kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
b. Bapenda Kota Samarinda
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Bapenda Kota Samarinda dalam memperkuat kepatuhan wajib pajak, yang pada akhirnya akan berdampak positif terhadap penerimaan pajak daerah di masa mendatang.
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c. Pemerintah Kota Samarinda

Penelitian ini bermanfaat untuk memahami tingkat kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas Makanan dan Minuman, dijadikan sebagai pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pajak daerah yang diatur oleh pemerintah khususnya Kepala Daerah. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di daerah.
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[bookmark: _bookmark15][bookmark: _bookmark16]BAB II KAJIAN PUSTAKA
2.1. [bookmark: _bookmark17]Tinjauan Literatur

2.1.1. [bookmark: _bookmark18]Technology Acceptance Model (TAM)

Model-model penerimaan teknologi telah mengintegrasikan sikap pengguna terhadap teknologi yang mereka gunakan. Davis (1989) telah mengembangkan suatu model yang menjelaskan perilaku individu dalam menerima teknologi informasi yang dikenal sebagai TAM. Technology Acceptance Model (TAM) ini berasal dari teori psikologis yang menjelaskan perilaku pengguna dimulai dari keyakinan, sikap, niat, dan hubungan perilaku pengguna. persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi kegunaan merupakan dua faktor utama yang mempengaruhi perilaku penggunaan teknologi.
Jika teknologi baru mudah digunakan dan bermanfaat, maka teknologi tersebut dianggap diterima. Dalam konteks aplikasi SIMPAD, Teori TAM dapat membantu dalam memahami bagaimana wajib pajak merespons dan mengadopsi aplikasi ini. Misalnya, jika wajib pajak percaya bahwa penggunaan aplikasi SIMPAD mudah digunakan dan bermanfaat dalam proses pelaporan pajak, maka mereka lebih cenderung untuk menerima dan menggunakan aplikasi tersebut.
Persepsi kemudahan penggunaan dapat tercermin dalam seberapa sederhana atau kompleksnya antarmuka aplikasi SIMPAD, seberapa intuitif navigasinya, dan seberapa cepat proses pelaporan pajak dapat dilakukan melalui aplikasi tersebut. Sementara itu, persepsi kemanfaatan akan tercermin dalam seberapa efektif aplikasi ini membantu wajib pajak dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka terkait
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perpajakan, seperti menghitung pajak yang harus dibayar, melaporkan pajak secara akurat, atau mengakses informasi mengenai pajak dengan mudah.
Selain itu, kepatuhan wajib pajak juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tercermin dalam Teori TAM. Jika wajib pajak percaya bahwa menggunakan aplikasi SIMPAD akan membantu mereka mematuhi kewajiban perpajakan dengan lebih mudah dan efisien, maka mereka cenderung untuk lebih patuh dalam melakukan pelaporan pajak secara tepat waktu dan akurat. Dengan demikian, Teori TAM dapat memberikan pandangan yang berguna dalam menganalisis bagaimana penerimaan dan penggunaan aplikasi SIMPAD dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang diterapkan.
2.1.2. [bookmark: _bookmark19]Teori Atribusi

Konsep teori atribusi pertama kali dikemukakan oleh Heider (1958) dan ditingkatkan oleh Kelley (1972), selanjutnya dikembangkan lagi oleh Weiner (1985). Teori atribusi adalah sebuah teori yang menjelaskan tentang perilaku atau tindakan individu yang disebabkan oleh faktor internal atau eksternal. Faktor internal merujuk pada perilaku yang dianggap berada di bawah kontrol individu, sementara faktor eksternal berkaitan dengan tekanan situasi atau kondisi dari luar yang dapat memengaruhi tindakan seseorang.
Kepatuhan wajib pajak terkait dengan sikap wajib pajak dalam menilai kewajiban perpajakan mereka. Faktor-faktor internal dan eksternal memiliki pengaruh signifikan terhadap cara individu menilai orang lain. Teori atribusi sangat penting dalam menjelaskan konsep ini. Teori atribusi beranggapan bahwa individu berusaha memahami alasan di balik tindakan yang mereka lakukan yaitu, atribusi
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yang memengaruhi perilaku. Hubungan antara teori atribusi dan kepatuhan wajib pajak adalah bahwa penentuan penyebab perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, baik yang patuh maupun tidak, dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang ada (Mawaddah & Lubis, 2024).
Teori atribusi memiliki peran penting dalam penelitian ini karena relevan dalam menjelaskan bagaimana pemahaman perpajakan merupakan faktor internal yang memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Di sisi lain, sanksi pajak berfungsi sebagai faktor eksternal yang turut memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya.
2.1.3. [bookmark: _bookmark20]Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan Minuman

Penjualan makanan dan minuman oleh restoran termasuk dalam objek pajak daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), pajak yang dikenakan disebut dengan Pajak Restoran. Namun, sejak berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), Pajak Restoran kini berubah menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Makanan dan Minuman.
Menurut UU HKPD PBJT atas Makanan dan Minuman yaitu pajak yang dikenakan kepada konsumen atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu yaitu makanan dan minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh:
1. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian makanan dan/atau minuman berupa meja, kursi, serta peralatan makan dan minum.
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2. Penyedia jasa boga atau katering yang melaksanakan:

a. proses pengadaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian sesuai pesanan;
b. penyajian di lokasi yang ditentukan oleh pemesan, berbeda dari lokasi proses pembuatan dan penyimpanan; dan
c. penyajian dilakukan dengan atau tanpa disertai peralatan dan petugas.

Hukum dasar PBJT atas Makanan dan Minuman diatur pada Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2024, PBJT atas makanan dan minuman di Kota Samarinda dikenakan tarif 10%, kecuali:
1. Dengan peredaran usaha tidak melebihi batas Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) per tahun;
2. Dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual makanan dan/atau minuman;
3. Dilakukan oleh pabrik makanan dan/atau minuman; atau

4. Disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara.
2.1.4. [bookmark: _bookmark21]Kepatuhan Wajib Pajak

Rahayu (2017), kepatuhan pajak adalah perilaku wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Paembonan et al., (2019), kepatuhan wajib pajak merujuk pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Seorang wajib pajak dinyatakan patuh apabila menyampaikan surat pemberitahuan tepat waktu, tidak memiliki tunggakan pajak
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apa pun, tidak pernah dikenai sanksi pidana atas pelanggaran perpajakan, serta telah melakukan pencatatan dan pemeriksaan selama dua tahun pajak terakhir.
Dapat disimpulkan, Kepatuhan wajib pajak adalah perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang ditunjukkan melalui ketepatan waktu dalam pelaporan, bebas dari tunggakan pajak, ketaatan pada aturan hukum tanpa pelanggaran pidana, serta pemenuhan administratif yang konsisten, seperti pencatatan dan pemeriksaan selama periode tertentu. Adapun jenis-jenis kepatuhan menurut Resmi (2019) sebagai berikut:
1. Kepatuhan formal, kondisi seorang wajib pajak dapat melakukan kewajibannya berdasarkan peraturan perpajakan. Misalnya melaporkan SPT dengan tepat waktu.
2. Kepatuhan material, keadaan seorang wajib pajak mematuhi peraturan yang material di bidang perpajakan berdasarkan peraturan. Misalnya wajib pajak mengisi SPT dengan benar dan tepat.
Ciri-ciri wajib pajak yang patuh, sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 209/PMK.03/2021, adalah sebagai berikut:
1. Secara disiplin melaporkan SPT.

2. Tidak memiliki tunggakan pajak apapun.

3. Belum pernah dijatuhi hukuman akibat tindak pidana dibidang pajak.
4. Dalam dua tahun terakhir melakukan pembukuan sesuai KUP.
5. Catatan keuangan auditan.

Berikut ini adalah panduan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak menurut (Syahnaz, 2021):
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1. Kepatuhan mendaftarkan diri.

2. Kepatuhan memberikan kembali surat pemberitahuan.

3. Kepatuhan menghitung dan membayarkan pajak yang terutang.

4. Kepatuhan membayarkan tunggakan.

Menurut Rahayu (2017), beberapa indikator pengukuran kepatuhan wajib pajak meliputi:
1. Wajib pajak dalam mendaftarkan diri.

2. Untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT).

3. Menghitung serta membayar pajak.

4. Pelaporan dan pembayaran pajak yang tertunggak .

2.1.5. [bookmark: _bookmark22]SIMPAD

Aplikasi SIMPAD (Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Asli Daerah) merupakan sistem yang dibuat oleh pemerintah kota Samarinda untuk mengelola dan memonitor pendapatan asli daerah (PAD) dengan lebih efektif. Aplikasi ini bertujuan mendukung pemerintah daerah dalam mengumpulkan data pajak. Melalui aplikasi SIMPAD, wajib pajak dapat melaporkan pajak secara daring termasuk pajak restoran yang kini tercakup dalam Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas makanan dan minuman. Aplikasi ini mempermudah proses administrasi perpajakan dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan daerah.
Aplikasi SIMPAD memiliki kegunaan yang sama dengan Aplikasi E- SPTPD dan E-Filling, yaitu sama-sama sistem pelaporan pajak secara online. Meskipun aplikasi SIMPAD memberikan kemudahan dalam proses pelaporan dan
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pembayaran pajak, tidak semua wajib pajak merasa puas dan patuh dalam penggunaannya. Alasan ketidakpatuhan dan ketidakpuasan wajib pajak sering kali disebabkan oleh kesulitan dalam penggunaan aplikasi tersebut, yang membuat proses pelaporan SPTPD terasa rumit dan memicu rasa malas untuk melaporkan pajak (Herdiana, 2018).
Adapun beberapa indikator e-filling menurut Maryani (2019) sebagai berikut:
a) Pelaporan dan penyampaian dapat dilakukan kapan saja dimanapun.

b) Dapat menghemat biaya pelaporan.

c) Memudahkan melakukan perhitungan.

d) Bagi pemula e-filing mudah dipelajari.

e) Memudahkan pengisian.

f) Data yang disampaikan lengkap.

g) Tidak perlu mencetak semua formulir.

2.1.6. [bookmark: _bookmark23]Pemahaman Perpajakan

Menurut Resmi (2014), pemahaman tentang perpajakan merupakan proses mempelajari pengetahuan mengenai perpajakan dan mengaplikasikannya dalam aktivitas perpajakan. Pemahaman ini mencerminkan sikap wajib pajak yang tidak hanya mengetahui, tetapi juga memahami aturan perpajakan yang berlaku dan melaksanakannya dengan baik. Menurut Ida & Jenni (2021), pemahaman merupakan kemampuan seseorang dalam mempertahankan, membedakan, menafsirkan, menjelaskan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasi, memberikan contoh, menyusun ulang, dan memperkirakan sesuatu.
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Pemberian pemahaman perpajakan bertujuan agar wajib pajak menyadari pentingnya pajak yang dibayarkan dan memahami peraturan yang terkait dengan perpajakan. Hal ini berpengaruh pada perilaku wajib pajak serta berkontribusi terhadap peningkatan keberhasilan sistem perpajakan. Pemahaman perpajakan mencakup kemampuan wajib pajak untuk menjelaskan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan sesuai ketentuan perpajakan (Rizajayanti, 2017).
Adapun beberapa indikator pemahaman perpajakan menurut Rahayu (2017), yaitu:
1. Mengetahui dan memahami Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
2. Mengetahui dan memahami sistem perpajakan.

3. Mengetahui dan memahami manfaat pajak.

2.1.7. [bookmark: _bookmark24]Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2019) Sanksi perpajakan adalah jaminan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) untuk memastikan kepatuhan atau sebagai alat pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan, baik dalam bentuk pelanggaran administratif maupun pidana. Menurut Wulandini & Srimindarti (2023) sanksi pajak merupakan sebuah jaminan bahwa ketentuan peraturan perpajakan akan dipatuhi, atau dengan kata lain sanksi perpajakan adalah sebagai alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar ketentuan perpajakan. Dapat diambil kesimpulan bahwa sanksi pajak adalah bentuk yang dipergunakan untuk membuat wajib pajak menaati aturan pajak
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yang berlaku. Menurut Mardiasmo (2019) sanksi pajak berdasarkan Undang- Undang pajak dibedakan menjadi 2 yaitu:
1. Sanksi administrasi adalah pembayaran kerugian yang dialami negara antara lain denda, bunga, dan kenaikan.
2. Sanksi pidana ialah penyiksaan sebagai alat terakhir atau benteng yang digunakan fiskus untuk menjamin kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan.
Adapun sanksi pajak diukur dengan beberapa indikator dalam Rahayu (2017) sebagai berikut:
1. Aturan-aturan yang menjelaskan tentang pajak.

2. Pengendali sosial.

3. Alat merubah masyarakat menjadi lebih baik.

4. Pengendalian atas penyimpangan.



Menurut Paembonan et al., (2019), indikator yang digunakan untuk mengukur sanksi perpajakan meliputi:
1. Sanksi yang diberikan harus jelas dan tegas.

2. Sanksi perpajakan tidak mengenal kompromi.

3. Sanksi yang diberikan harus seimbang dan mampu memberikan efek jera.
2.2. [bookmark: _bookmark25]Penelitian Terdahulu
Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak telah banyak dikaji oleh peneliti sebelumnya,  menghasilkan  berbagai  kesimpulan  dan  teori  ilmiah.  Untuk
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memperkaya referensi, berikut adalah ringkasan dari penelitian terdahulu yang berguna sebagai acuan dalam memeriksa penelitian ini:
Tabel 2. 1. Penelitian Terdahulu
	No
	Nama Peneliti
	Judul Penelitian
	Variabel Penelitian
	Hasil Penelitian

	1.
	Arisandy, (2017)
	Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online Di Pekanbaru
	Variabel independen:
1. Pemahaman Wajib Pajak
2. Kesadaran Wajib Pajak
3. Sanksi Pajak

Variabel Dependen:
1. Kepatuhan Wajib Pajak
	1. Pemahaman Wajib Pajak	tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan bisnis online di Pekanbaru.
2. Sanksi	Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak.

	2.
	Rizajayanti (2017)
	Pengaruh Pemahaman Peraturan, Omset, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
	Variabel independen:
1. Pemahaman Peraturan
2. Sanksi

Variabel Dependen:
1. Kepatuhan Wajib Pajak
	1. Pemahaman peraturan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan	wajib pajak restoran.
2. Sanksi		tidak memiliki berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan	wajib
pajak restoran.

	3.
	Defitri	& Fauziati (2018)
	The effect of demographic factors and e-filling usage on tax compliance
	Variabel independen:
1. Faktor Demografi
2. Penggunaan
e-filling

Variabel Dependen:
1.	Kepatuhan
Wajib Pajak
	1.	Penggunaan		e- filling	tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak
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Tabel 2.1. Sambungan
	No
	Nama Peneliti
	Judul Penelitian
	Variabel Penelitian
	Hasil Penelitian

	4.
	Lazuardini	et al., (2018)
	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak	Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan)
	Variabel independen:
1. Pemahaman Peraturan Perpajakan
2. Tarif Pajak
3. Sanksi Pajak

Variabel Dependen:
1. Kepatuhan Wajib Pajak
	1. Pemahaman peraturan perpajakan mempunyai pengaruh positif dan signifikan		pada ketaatan wajib pajak orang	pribadi UMKM.

2. Sanksi		pajak mempunyai pengaruh	negatif dan tidak signifikan
pada ketaatan wajib pajak UMKM

	5.
	Ida & Jenni, (2021)
	Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pribadi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Perumahan Permata Regensi II - Tangerang)
	Variabel independen:
1. Kewajiban Kepemilikan NPWP
2. Pemahaman Perpajakan
3. Kesadaran Wajib Pajak Pribadi
Variabel Dependen:
1. Kepatuhan wajib pajak
	1. Pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan	wajib pajak.

	6.
	Wardani et al., (2021)
	Pengaruh Aplikasi E- SPTPD	dalam
pembayaran pajak hotel, restoran, hiburan dan parkir terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kepuasan wajib pajak sebagai variable moderasi
	Variabel Independen:
1. Aplikasi E- SPTPD
Variabel Dependen:
1. Kepatuhan wajib pajak
Variabel Moderasi:
1. Kepuasan
Wajib Pajak
	1.) Aplikasi E-SPTPD mempunyai hubungan			yang positif	terhadap kepatuhan		wajib pajak.
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Tabel 2.1. Sambungan
	No
	Nama Peneliti
	Judul Penelitian
	Variabel Penelitian
	Hasil Penelitian

	7.
	Satria & Putri, (2021)
	Pengaruh Sistem E- Filling, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak	Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama 1 Padang
	Variabel Independen:
1. Sistem	E- Filling
2. Kesadaran Wajib Pajak
3. Sanksi Pajak

Variabel Dependen:
1. Kepatuhan wajib pajak
	1. Sistem E-Filling tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Pada Kantor   Pelayan
Pajak	Pratama Padang
2. Sanksi	perpajakan secara			parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor		Pelayan
Pajak	Pratama Padang

	8.
	Fakhroni et al., (2022)
	Tax	Compliance Reporting: Antecedent and Moderating Effect
	Variabel Independen:
1. Pengguna E- SPTPD
Variabel Dependen:
1. Kepatuhan Pelaporan Pajak
Variabel Moderasi:
1. Alat Perekam Transaksi Antensenden
:Kesiapan Teknologi Informasi
	1.) Penerapan aplikasi E-SPTPD
berpengaruh positif dan	signifikan terhadap kepatuhan pajak.

	9.
	Hidayat	& Gunawan (2022)
	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan	dan Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan
	Variabel Independen:
1. Kesadaran Wajib Pajak
2. Sanksi Perpajakan
3. Kualitas Pelayanan Perpajakan
Variabel Dependen :
1. Kepatuhan Wajib Pajak
	1. Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib	Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada		Kota
Tangerang Selatan Tahun 202
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Tabel 2.1. Sambungan
	No
	Nama Peneliti
	Judul Penelitian
	Variabel Penelitian
	Hasil Penelitian

	10.
	Amalia et al., (2022)
	Pengaruh Penggunaan E-Reg, E-Billing, E- Filling dan E-Faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
	Variabel Independen:
1. E-Reg
2. E-Billing
3. E-Filling
4. E-Faktur

Variabel Dependen:
Kepatuhan Wajib Pajak
	1. variabel E-Filling tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hal ini disebabkan karena masih ada Wajib Pajak yang belum sadar akan
kewajiban perpajakannya.

	11.
	Abdi Pradnyani	et al., (2022)
	Pengaruh Insentif Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
	Variabel Independen:
1. Insentif Pajak
2. Kualitas Pelayanan
3. Pemahaman Perpajakan
Variabel Dependen:
1. Kepatuhan Wajib Pajak
	1. Pemahaman Perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Adapun

	12.
	Ignas Pau et al.,(2022)
	Pengaruh pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Maumere
	Variabel Independen:
1. Pemahaman Perpajaka
2. Sanksi Perpajakan
Variabel Dependen:
1. Kepatuhan Wajib Pajak
	1. pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

	13.
	Permata	& Zahroh (2022)
	Pengaruh Pemahaman Perpajakan, tarif pajak,
, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Pati
	Variabel Independen:
1. Pemahaman Perpajakan
2. Tarif Pajak
3. Sanksi Perpajakan
Variabel Dependen:
1. Kepatuhan Wajib Pajak
	1. pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif signifikan pada kepatuhan wajib pajak.
2. Sanksi Perpajakan mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak.
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Tabel 2.1. Sambungan
	No
	Nama Peneliti
	Judul Penelitian
	1.	Variabel
Penelitian
	1. Hasil Penelitian

	14.
	Rizki	&
Farina, (2022)
	Pengaruh	Kesadaran Wajib			Pajak, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Pajak		Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Pasar Tohaga Cibinong
	Variabel Independen:
1. Kesadaran Wajib Pajak
2. Pemahaman Perpajakan
3. Sanksi Pajak

Variabel Dependen:
Kepatuhan Wajib Pajak
	2. Pemahaman Perpajakan		tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib	Pajak UMKM.
3. Sanksi		Pajak berpengaruh positif dan	signifikan terhadap kepatuhan wajib		 pajak
UMKM.

	15.
	Wulandini	& Srimindarti, (2023)
	Pengaruh Sistem E- Filling, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pada Pelaku Umkm Di Kecamatan Brangsong)
	Variabel Independen:
1. Sistem	E- Filling
2. Pemahaman Perpajakan
3. Sanksi Perpajakan

Variabel Dependen:
1. Kepatuhan Wajib Pajak
	1. Sistem E-filling berpengaruh positif dan	signifikan terhadap Kepatuhan Wajib		Pajak
UMKM	di
Kecamatan Brangsong Kendal.
2. Pemahaman Perpajakan		tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib	Pajak
UMKM	di
Kecamatan Brangsong Kendal.
3. Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan	signifikan terhadap Kepatuhan Wajib		Pajak
UMKM	di
Kecamatan


Sumber: Data Diolah, 2024
2.3. [bookmark: _bookmark26]Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan korelasi antara teori yang digunakan untuk mendukung penelitian dan dijadikan sebagai acuan dalam melakukan penelitian yang sistematis. Berikut gambaran kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini:
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[bookmark: _bookmark27]Gambar 2. 1. Kerangka KonseptualTechnology Acceptance Model (TAM)
Teori Atribusi
Persepsi kemudahan penggunaan
Persepsi Kegunaan
Perilaku Wajib Pajak
Faktor Internal
Faktor Eksternal
Penerapan Aplikasi SIMPAD
Pemahaman Perpajakan
Sanksi Pajak
Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data Diolah, 2024

2.4. [bookmark: _bookmark28]Pengembangan Hipotesis

[bookmark: _bookmark29]2.4.1 Pengaruh Penerapan Aplikasi SIMPAD Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Aplikasi SIMPAD mengubah proses penyampaian SPTPD yang sebelumnya dilakukan secara langsung di Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda menjadi sistem online, dengan tujuan mempermudah wajib pajak. Penggunaan aplikasi ini memerlukan akses internet, sehingga wajib pajak diharapkan mampu menggunakan jaringan internet. Namun, jika wajib pajak tidak dapat  menggunakan  internet,  aplikasi  SIMPAD  tidak  akan  efektif  dalam
25






mendukung pelaporan SPTPD, yang diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Dalam teori TAM, pengguna teknologi informasi menerima teknologi yang digunakan serta memahami tingkah laku pengguna teknologi terhadap teknologi baru dengan cara menganalisis hubungan efektif, perspektif penalaran dan penggunaan teknologi.
Indikator utama dampak perilaku penggunaan dan niat untuk menggunakan aplikasi SIMPAD yaitu kemudahan pengguna (ease of use) dan kegunaan (usefulness) dengan tujuan menggambarkan sikap individu terhadap penggunaan teknologi dengan menggambarkan tingkat penggunaan teknologi tersebut.Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fakhroni et al., (2022), ditemukan bukti empiris yang menunjukkan bahwa penerapan Aplikasi E-SPTPD memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan dalam melaporkan pajak oleh wajib pajak. Adapun Penelitian yang dilakukan oleh Wardani et al., (2021) membuktikan Aplikasi E-SPTPD mempunyai hubungan yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wulandini & Srimindarti (2023) juga menyimpulkan E-Filling berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga muncul hipotesis sebagai berikut:
H1: Penerapan Aplikasi SIMPAD berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
2.5.2 [bookmark: _bookmark30]Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemahaman pajak adalah kemampuan untuk menjelaskan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh wajib pajak. Pemahaman ini serupa dengan kemampuan berpikir dan berada satu tingkat di atas ingatan atau pengetahuan
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(Rizajayanti, 2017). Salah satu prasyarat yang harus dipenuhi oleh wajib pajak adalah memiliki pemahaman yang baik tentang perpajakan. Masyarakat yang kurang memahami pajak tentu tidak akan menyadari kewajibannya sebagai wajib pajak. Peningkatan pemahaman terkait perpajakan akan mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya. Berdasarkan teori atribusi, perilaku individu dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Salah satu faktor internal yang mempengaruhi wajib pajak adalah pemahaman perpajakan.
Ketika wajib pajak membuat keputusan terkait kepatuhan pajaknya, hal ini berkaitan dengan sejauh mana mereka memahami perpajakan. Semakin baik pemahaman wajib pajak tentang perpajakan, semakin jelas pula mereka melihat manfaat dari kepatuhan pajak. Hal ini pada akhirnya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memastikan pembayaran pajak dilakukan dengan benar. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lazuardini dkk (2018), Ida & Jenni (2021), Abdi Pradnyani dkk (2022), Ignas Pau dkk (2022) dan Permata & Zahroh (2022), ditemukan bahwa pemahaman perpajakan memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:
H2: Pemahaman Perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
2.5.3 [bookmark: _bookmark31]Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan teori atribusi yang menjelaskan bahwa penyebab faktor perilaku kepatuhan wajib pajak melalui faktor eksternal yaitu sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan adalah jaminan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan
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peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan upaya untuk mencegah wajib pajak melakukan pelanggaran peraturan perpajakan. Pandangan individu terhadap peraturan perpajakan, terutama terkait dengan pemeriksaan pajak dan pengaruh dari lingkungan sekitarnya, tentunya akan memengaruhi penilaian pribadi mereka tentang pajak, terutama jika ada sanksi pajak yang diterapkan.
Kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak adalah bahwa semakin berat sanksi yang diterapkan, semakin tinggi kemungkinan wajib pajak untuk mematuhi aturan demi menghindari sanksi tersebut.Adanya sanksi perpajakan dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak PBJT atas Makanan dan Minuman yang melanggar aturan agar dapat mendorong wajib pajak untuk patuh. Sanksi pajak yang tegas dan jelas akan membuat wajib pajak merasa khawatir dan enggan untuk melakukan pelanggaran yang dapat menimbulkan konsekuensi, seperti membayar denda.
Oleh karena itu, hal ini akan mendorong wajib pajak untuk mematuhi peraturan yang ada dan meningkatkan tingkat kepatuhan mereka. Dalam penelitian Arisandy (2017) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian lain yang dilakukan oleh Permata & Zahroh (2022) dan Rizki & Farina (2022) juga menunjukkan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:
H3: Sanksi Pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
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2.5. [bookmark: _bookmark32]Model Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen terdiri dari Penerapan Aplikasi SIMPAD (X1), Pemahaman Perpajakan (X2), dan Sanksi Pajak (X3). Serta terdapat 1 variabel dependen.


H+ H+ H+Penerapan Aplikasi SIMPAD (X1)
Pemahaman Perpajakan (X2)
Sanksi Pajak (X3)

Kepatuhan Wajib Pajak(Y)




Gambar 2. 2. Model Penelitian
Sumber : Data Diolah, 2024
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[bookmark: _bookmark33][bookmark: _bookmark34]BAB III METODE PENELITIAN
3.1 [bookmark: _bookmark35]Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.1.1 [bookmark: _bookmark36]Variabel Dependen (Y)

Kepatuhan wajib pajak diartikan ketika wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman Kota Samarinda memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan, yaitu dengan mendaftar, menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajaknya dengan benar kepada Bapenda Kota Samarinda. Indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak diambil dari Rahayu (2017) dan disesuaikan dalam penelitian yang mencakup empat indikator, sebagai berikut :
Tabel 3.1. Indikator Variabel Y
	Indikator
	Pernyataan

	1.  Wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
Merupakan kepatuhan wajib pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dalam mendaftar ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Samarinda.
	
1,2

	2.	Menghitung serta membayar pajak dengan benar dan tepat waktu. Merupakan Wajib pajak dapat menghitung dan melaporkan jumlah PBJT atas makanan dan minuman yang terutang dengan akurat, sesuai
dengan ketentuan pajak daerah yang berlaku dan tepat waktu.
	
3,4,5,6

	3.  Melaporkan Surat Pemberitahuan (SPTPD) tepat waktu.
Merupakan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan kembali Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) secara lengkap dan tepat waktu.
	
7,8

	4.	Wajib Pajak tidak memiliki tunggakan pajak.
Merupakan kepatuhan wajib pajak melibatkan tidak memiliki tunggakan bayaran apa dari pajak PBJT atas Makanan dan Minuman.
	9


Sumber: Data diolah, 2024
3.1.2 [bookmark: _bookmark37]Variabel Independen (X)

Variabel independen atau variabel bebas dalam penelitian ini meliputi Aplikasi SIMPAD, pemahaman perpajakan,dan sanksi pajak.
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a. Aplikasi SIMPAD

Penerapan aplikasi SIMPAD adalah sistem aplikasi berbasis internet yang dirancang untuk membantu wajib pajak daerah dalam melaporkan surat pemberitahuan. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah WP dalam mempersiapkan dan menyampaikan SPTPD, sekaligus menghemat waktu dan biaya karena dapat dilakukan kapan saja. Aplikasi SIMPAD memiliki kegunaan yang sama dengan Aplikasi E-SPTPD dan E-Filling, yaitu sama-sama sistem pelaporan pajak secara online. Adapun indikator menurut Davis (1989) yang telah disesuaikan dengan penelitian ini sebagai berikut :
Tabel 3.2. Indikator Variabel X1
	
Indikator
	
Pernyataan

	1.  Persepsi Kegunaan
Persepsi kegunaan meliputi pelaporan dan penyampaian dapat dilakukan kapan saja serta dapat menghemat biaya pelaporan. wajib pajak mengirimkan dan melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) secara fleksibel, tanpa terikat waktu tertentu, sehingga dapat dilakukan kapan saja serta melaporkan PBJT atas
Makanan dan Minuman secara online dapat menghemat biaya pelaporan.
	


1,2,3,4

	2.  Persepsi Kemudahan Pengguna
Persepsi kemudahan pengguna yaitu bagi pemula SIMPAD mudah dipelajari, wajib pajak mudah mempelajari aplikasi SIMPAD mengacu pada kemudahan sistem, sehingga pengguna baru dapat memahami dan mengoperasikan aplikasi tersebut.
	

5,6


Sumber : Data diolah, 2024
b. Pemahaman Perpajakan

Pemahaman perpajakan dapat didefinisikan sebagai wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman Kota Samarinda yang paham akan perpajakan daerah Kota Samarinda khususnya PBJT atas makanan dan minuman. Adapun indikator sebagai pengukuran pemahaman perpajakan diadopsi dari Rahayu (2017) menyesuaikan dengan penelitian yang terdiri dari 3 indikator:
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Tabel 3.3. Indikator Variabel X2
	
Indikator
	
Pernyataan

	1.	Mengetahui dan memahami ketentuan umum pajak daerah. Merupakan wajib pajak mengetahui dan memahami ketentuan umum pajak daerah termasuk PBJT atas Makanan dan Minuman.
	
1,2

	2.  Mengetahui dan memahami sistem perpajakan.
Merupakan wajib pajak memahami sistem perpajakan pajak PBJT atas Makanan dan Minuman Kota Samarinda seperti penerapkan sistem prosedur penyetoran pajak daerah Pemerintah Kota Samarinda.
	
3,4

	3.  Mengetahui dan memahami manfaat pajak.
Merupakan memahami fungsi perpajakan daerah Kota Samarinda. Wajib pajak memahami fungsi pajak daerah sebagai sumber penerimaan daerah.
	
5,6


Sumber : Data diolah, 2024
c. Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan merupakan kebijakan yang diterapkan kepada wajib pajak untuk mendorong ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga wajib pajak tidak melakukan pelanggaran. Menurut penelitian Paembonan et al., (2019), indikator yang digunakan untuk mengukur sanksi perpajakan adalah sebagai berikut:
Tabel 3.4. Indikator Variabel X3
	
Indikator
	
Pernyataan

	1.  Sanksi yang diberikan harus jelas dan tegas.
Merupakan sanksi pajak yang diberikan harus jelas dan tegas merujuk pada penerapan hukuman atau denda yang disampaikan dalam peraturan yang berlaku.
	
1,2

	2.  Sanksi perpajakan tidak boleh mengenal kompromi.
Merupakan sanksi pajak tidak boleh mengenal kompromi mengacu pada penerapan hukuman atau denda yang dilakukan secara tegas dan konsisten, tanpa toleransi atau pengecualian.
	
3,4

	3.	Sanksi yang diberikan harus seimbang dan mampu memberikan efek jerah.
Merupakan sanksi pajak yang diberikan merujuk pada penerapan
hukuman atau denda yang proporsional dengan pelanggaran yang dilakukan, serta memiliki dampak yang cukup kuat untuk wajib pajak.
	

5,6


Sumber : Data diolah, 2024
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3.2 [bookmark: _bookmark38]Populasi dan Sampel

3.2.1 [bookmark: _bookmark39]Populasi

Populasi adalah wilayah yang secara umum mencakup objek atau subjek dengan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan dijadikan dasar dalam menarik kesimpulan (Sugiyono, 2015). Populasi yang telah ditetapkan dalam penelitian ini adalah wajib pajak barang dan jasa atas makanan dana minuman di Kota Samarinda. Penelitian ini memiliki populasi sebanyak 2.810 wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman yang terdaftar di badan pendapatan daerah kota samarinda.
3.2.2 [bookmark: _bookmark40]Sampel

Sampel adalah sebagian dari keseluruhan populasi yang dipilih untuk mewakili populasi yang dianalisis dalam penelitian. Pemilihan sampel dilakukan karena jumlah populasi yang besar tidak memungkinkan untuk dianalisis sepenuhnya, mengingat keterbatasan waktu dan tenaga peneliti, sehingga pengambilan sampel dilakukan dengan metode nonprobability sampling menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang didasarkan kriteria khusus yang relevan dengan tujuan penelitian ini. Adapun kriteria yang menjadi acuan dalam pemilihan sampel penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman yang terdaftar di BAPENDA Samarinda.
2. Wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman yang menggunakan SIMPAD.
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Jumlah sampel dalam penelitian ini dihitung menggunakan rumus Slovin.

Rumus yang digunakan untuk menentukan ukuran sampel adalah:
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Keterangan :
n = Jumlah sampel N = Jumlah populasi ε = Standar error

𝑁
𝑛 = 1 + 𝑁𝜀2

Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Kota Samarinda jumlah wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman yang terdaftar sebanyak 2.810. Standar error yang ditetapkan oleh peneliti adalah 10%. Dengan demikian, total sampel yang perlu diambil adalah:

𝑛 =	2.810
1+2.810(10%)2

= 96,5636 = 100 wajib pajak PBJT atas makanan dan minuman


Berdasarkan populasi dan tingkat standar error yang telah ditentukan, jumlah sampel yang akan digunakan adalah 100 wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman yang terdaftar di Samarinda.
3.3 [bookmark: _bookmark41]Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dengan sumber data primer. Data primer adalah data yang diperoleh melalui survei lapangan dengan menggunakan metode pengumpulan data asli. Data primer diperoleh secara langsung melalui survei dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman di Kota Samarinda yang mencakup




sejumlah pernyataan terkait penerapan aplikasi SIMPAD, pemahaman tentang perpajakan, pemberian sanksi pajak, dan tingkat kepatuhan wajib pajak.
3.4 [bookmark: _bookmark42]Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui kuesioner. Kuesioner disusun dalam bentuk kuesioner fisik (hard copy). Kegiatan penelitian ini berlangsung selama 3 bulan, dimulai sejak penyelesaian proposal penelitian hingga tahap akhir pengumpulan data. Pernyataan-pernyataan dalam kuesioner dirancang untuk mengukur pendapat responden dengan menggunakan skala 1-5. Skala ini diukur berdasarkan skala Likert, seperti yang ditunjukan pada tabel 3.5:
Tabel 3.5. Skala Likert
	Kriteria Penilaian
	Skor

	Sangat Tidak Setuju
	1

	Tidak Setuju
	2

	Netral
	3

	Setuju
	4

	Sangat Setuju
	5


Sumber: Sugiyono, 2015
3.5 [bookmark: _bookmark43]Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, SmartPLS versi 4 digunakan untuk menghitung atau menganalisis data. Menggunakan metode Structural Equation Modelling (SEM) PLS digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel laten (yang tidak dapat diukur langsung) dan variabel manifest (yang diukur melalui indikator-indikator). Secara umum, model Partial Least Squares path modeling terdiri dari dua bagian, yaitu outer model dan inner model (Ghozali & Latan, 2015).
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3.5.1 [bookmark: _bookmark44]Pilot Test

Pilot test atau bisa disebut dengan uji kelayakan merupakan percobaan seluruh pernyataan sebelum menyebarkan kuesioner kepada responden. uji coba ini dilakukan untuk memastikan bahwa instrumen tersebut telah sesuai dengan tujuan penelitian. Responden dalam uji coba awal (pilot test) adalah wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman yang menggunakan aplikasi SIMPAD di Samarinda. Berikut hasil Bootstrapping Pilot test yang telah diolah menggunakan SmartPLS versi 4.
[image: ]

Gambar 3.1. Hasil Bootstrapping Pilot Tes
Sumber: Data Diolah, 2025


1) Uji Validitas Instrumen

Uji validitas instrumen bertujuan untuk menentukan apakah instrumen tersebut mampu mengukur variabel-variabel yang ingin diteliti. Peneliti menggunakan 30 sampel untuk menguji validitas instrumen. Suatu survei dianggap
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valid jika dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas ini mencakup beberapa tahapan pengujian menggunakan alat analisis PLS-SEM, antara lain:
1) Uji validitas konvergen dilihat dari nilai loading factor untuk ukuran konstruk (manifest variabel). Rule of thumb digunakan yaitu nilai loading factor (>0,70) dan melihat angka nilai ukur average variance extracted (AVE) yang besarnya (>0,50)(Ghozali & Latan, 2015).
Tabel 3.6 Hasil Outer Loadings
	Variabel
	Instrumen
	Outer Loadings
	Keterangan

	Penerapan Aplikasi SIMPAD
	X1.1
	0,716
	Valid

	
	X1.2
	0,839
	Valid

	
	X1.3
	0,856
	Valid

	
	X1.4
	0,794
	Valid

	
	X1.5
	0,766
	Valid

	
	X1.6
	0,799
	Valid

	Pemahaman Perpajakan
	X2.1
	0,780
	Valid

	
	X2.2
	0,803
	Valid

	
	X2.3
	0,789
	Valid

	
	X2.4
	0,794
	Valid

	
	X2.5
	0,872
	Valid

	
	X2.6
	0,849
	Valid

	Sanksi Pajak
	X3.1
	0,783
	Valid

	
	X3.2
	0,865
	Valid

	
	X3.3
	0,801
	Valid

	
	X3.4
	0,875
	Valid

	
	X3.5
	0,930
	Valid

	
	X3.6
	0,877
	Valid

	Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan Minuman
	Y.1
	0,848
	Valid

	
	Y.2
	0,755
	Valid

	
	Y.3
	0,809
	Valid

	
	Y.4
	0,801
	Valid

	
	Y.5
	0,786
	Valid

	
	Y.6
	0,855
	Valid

	
	Y.7
	0,779
	Valid

	
	Y.8
	0,862
	Valid

	
	Y.9
	0,866
	Valid


Sumber: Hasil Olahan Data, 2025
Dari tabel diatas semua indikator dari outer loading memiliki nilai >0,70 yang membuktikan bahwa konstruk dapat diterima. Langkah selanjutnya untuk 40 mengevaluasi validitas konvergen, selain melihat faktor loading dapat dilihat dari nilai AVE yang dikatakan valid jika nilainya >0,50.
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Tabel 3.7 Nilai AVE (Average Variance Extracted)
	Variabel
	Nilai AVE
	Keterangan

	Penerapan Aplikasi SIMPAD (X1)
	0.634
	Valid

	Pemahaman Perpajakan (X2)
	0.665
	Valid

	Sanksi Pajak (X3)
	0.734
	Valid

	Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan Minuman (Y)
	0.670
	Valid


Sumber: Hasil Olahan Data, 2025

Pada tabel 3.3 menyatakan bahwa nilai AVE yang memiliki nilai >0,50 yang membuktikan nilai valid dan memenuhi syarat.
2) Pengukuran validitas diskriminan dilakukan dengan membandingkan nilai cross loading setiap indikator dengan nilai indikator pada variabel lainnya (Ghozali & Latan, 2015).
Tabel 3.8 Hasil Cross Loading
	
	X1.
	X2.
	X3.
	Y.

	X1.1
	0.716
	0.556
	0.559
	0.293

	X1.2
	0.839
	0.637
	0.564
	0.317

	X1.3
	0.856
	0.586
	0.500
	0.391

	X1.4
	0.794
	0.657
	0.378
	0.314

	X1.5
	0.766
	0.550
	0.259
	0.383

	X1.6
	0.799
	0.473
	0.202
	0.367

	X2.1
	0.536
	0.780
	0.391
	0.441

	X2.2
	0.678
	0.803
	0.511
	0.544

	X2.3
	0.654
	0.789
	0.470
	0.544

	X2.4
	0.700
	0.794
	0.379
	0.617

	X2.5
	0.525
	0.872
	0.635
	0.742

	X2.6
	0.486
	0.849
	0.585
	0.752

	X3.1
	0.222
	0.472
	0.783
	0.588

	X3.2
	0.433
	0.506
	0.865
	0.564

	X3.3
	0.344
	0.333
	0.801
	0.495

	X3.4
	0.433
	0.510
	0.875
	0.584

	X3.5
	0.483
	0.633
	0.930
	0.684

	X3.6
	0.620
	0.664
	0.877
	0.720

	Y.1
	0.254
	0.564
	0.458
	0.848

	Y.2
	0.158
	0.626
	0.383
	0.755

	Y.3
	0.332
	0.489
	0.759
	0.809

	Y.4
	0.433
	0.666
	0.561
	0.801

	Y.5
	0.354
	0.678
	0.602
	0.786

	Y.6
	0.284
	0.588
	0.700
	0.855

	Y.7
	0.633
	0.758
	0.708
	0.779

	Y.8
	0.407
	0.643
	0.495
	0.862

	Y.9
	0.309
	0.581
	0.541
	0.866
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Tabel 3.8 menunjukkan bahwa nilai korelasi antara variabel laten dan indikatornya lebih besar dibandingkan dengan ukuran variabel laten lainnya. Nilai cross loading setiap variabel lebih dari 0,50. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa analisis data penelitian layak digunakan dan tidak terdapat masalah pada validitas diskriminan dalam analisis cross loading.
2) Uji Reabilitas Instrumen
Uji reliabilitas instrumen bertujuan untuk memastikan bahwa instrumen dapat mengukur secara konsisten atau reliabel, serta dapat dianggap reliabel apabila menghasilkan hasil yang konsisten saat dilakukan pengukuran ulang. Peneliti menggunakan 30 sampel untuk menguji reliabilitas instrumen. Analisis dilakukan menggunakan PLS-SEM melalui program SmartPLS 4 dengan menghitung nilai composite reliability sebagai pengukur reliabilitas suatu konstruk. Suatu variabel dianggap reliabel jika nilai composite reliability lebih dari 0,60 dan nilai Cronbach’s Alpha, yang digunakan untuk mengukur batas bawah reliabilitas konstruk, memiliki nilai lebih dari 0,70 (Ghozali & Latan, 2015).
Tabel 3.9 Composite Reliability dan Cronbach’s Alpha
	Variabel
	Composite Reliability
	Cronbach’s Alpha
	Keterangan

	Penerapan Aplikasi SIMPAD
	0,912
	0,884
	Reliabel

	Pemahaman Perpajakan
	0,922
	0,900
	Reliabel

	Sanksi Pajak
	0,943
	0,927
	Reliabel

	Kepatuhan Wajib Pajak
	0,948
	0,938
	Reliabel
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Tabel 3.9 menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai composite reliability dan Cronbach’s Alpha lebih dari 0,7. Nilai tersebut membuktikan bahwa instrumen memiliki konsistensi dan stabilitas dalam pernyataan yang disampaikan kepada responden. Hal ini membuktikan bahwa setiap pernyataan dinyatakan reliabel, sehingga memenuhi syarat untuk reliabilitas.
3.5.2 [bookmark: _bookmark45]Analisis Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan jawaban responden terhadap pernyataan yang diberikan, berdasarkan pengukuran indikator pada setiap variabel dalam kuesioner. Analisis deskriptif dilakukan dengan mengumpulkan tanggapan responden yang diukur menggunakan skala Likert 1-5 serta indikator yang terdapat dalam survei.
3.5.3 [bookmark: _bookmark46]Model Pengukuran (Outer Model)

1) Uji Validitas

Menurut Ghozali & Latan (2015), indikator dapat dianggap mewakili variabel yang dituju jika memiliki nilai loading factor di atas 0,5. Untuk mengukur kuesioner dalam penelitian, dilakukan uji validitas yang terdapat pada outer model. Uji validitas ini melibatkan pengujian convergent validity dan discriminant validity.
a. Convergent Validity

Convergent Validity digunakan untuk mengukur validitas indikator pada setiap variabel berdasarkan nilai outer loading. Validitas konvergen suatu variabel dapat dievaluasi melalui nilai outer loading dan average variance extracted (AVE) dari setiap indikator. Indikator dianggap valid apabila nilai loading factor melebihi 0,5 (Ghozali & Latan, 2015).
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b. Discriminant Validity

Discriminant Validity digunakan untuk Untuk pengukuran validitas diskriminan dilihat dari nilai cross loading setiap indikator dibandingkan indikator variabel lainnya (Ghozali & Latan, 2015).
2) Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan dengan mengevaluasi nilai reliabilitas setiap indikator yang digabungkan untuk mengukur variabel. Suatu indikator dianggap reliabel jika nilai composite reliability lebih dari 0,7 dan nilai Cronbach's alpha lebih dari 0,6 (Ghozali & Latan, 2015).
3.5.4 [bookmark: _bookmark47]Model Struktural (Inner Model)

Terdapat beberapa metode yang digunakan untuk mengevaluasi model struktural (inner model), yaitu R-Square, F-Square, dan estimasi koefisien jalur.
1) Koefisien determinasi (R Square) adalah pengukuran besaran suatu variabel dependen yang bisa dijelaskan dari variabel independen. Nilai R Square diperkirakan antara 0 dan 1. Nilai R Square 0,19 (lemah), 0,33 (sedang) dan
0,67 (kuat) (Ghozali & Latan, 2015).

2) Uji F-Square menganalisis besar pengaruh variabel independen pada variabel dependen apakah termasuk kategori lemah, medium, atau kuat pada tingkat structural. Dengan effect size f2 sebesar 0,02 lemah, 0,15 menengah dan 0,35 besar (Ghozali & Latan, 2015).
3) Estimasi koefisien jalur harus signifikan dengan proses bootstrapping

(Ghozali & Latan, 2015).
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3.5.5 [bookmark: _bookmark48]Uji Hipotesis

Tahap selanjutnya menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen untuk menentukan apakah hipotesis ditolak atau diterima. Penilaian dilakukan berdasarkan nilai signifikansi p-value, nilai p-value > 0,05 (alpha 5%) menunjukkan hasil tidak signifikan. Pengujian hipotesis ini menggunakan pendekatan satu arah. Adapun kriteria hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
1. Jika nilai p-value < 0,05 dan koefisien berarah positif maka hipotesis diterima.
2. Jika nilai p-value > 0,05 atau koefisien berarah negatif maka hipotesis ditolak.
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[bookmark: _bookmark49]BAB IV

[bookmark: _bookmark50]HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 [bookmark: _bookmark51]Hasil Penelitian

4.1.1 [bookmark: _bookmark52]Gambaran Umum Penelitian

Responden dalam penelitian ini adalah para wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pemerintah Kota Samarinda. Proses penyebaran kuesioner dilakukan mulai dari tanggal 21 januari hingga 20 April 2025. Setelah proses pengumpulan dan penyaringan data selesai dilakukan, diperoleh total 100 responden yang memenuhi syarat untuk dijadikan sampel. Dari 110 kuesioner yang disebarkan, sebanyak 100 berhasil dikembalikan dan layak digunakan sebagai data penelitian. Sementara itu, 6 kuesioner tidak dikembalikan dan 4 lainnya tidak memenuhi kriteria sehingga tidak dapat dimasukkan ke dalam sampel penelitian.
Tabel 4.1 Hasil Pengumpulan Data
	Variabel
	Jumlah

	Kuesioner yang disebar
	110

	Kuesioner tidak kembali
	6

	Kuesioner yang tidak dapat diolah
	4

	Kuesioner yang kembali
	100

	Kuesioner yang dapat diolah
	100


Sumber: Hasil Olahan Data, 2025
4.1.2 [bookmark: _bookmark53]Jenis Kelamin Responden

Dari hasil pengumpulan data terhadap 100 wajib pajak restoran di Kota Samarinda, dapat diperoleh bahwa sebanyak 49 responden atau sekitar 49% merupakan laki-laki, sementara sisa responden lain yaitu 51 responden atau 51% adalah perempuan. Dapat dilihat pada Tabel 4.2 dalam penelitian ini jenis kelamin responden mayoritas adalah perempuan.
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Tabel 4.2 Jenis Kelamin Responden
	Jenis Kelamin
	Jumlah
	Persentase

	Laki - laki
	49
	49%

	Perempuan
	51
	51%

	Total
	100
	100%


Sumber: Hasil Olahan Data, 2025
4.1.3 [bookmark: _bookmark54]Usia Responden

Berdasarkan data yang diperoleh dari 100 wajib pajak restoran di Kota Samarinda, diketahui bahwa 9% responden berusia di bawah 25 tahun, 32% berada pada rentang usia 26–35 tahun, dan 59% berusia di atas 36 tahun. Hasil ini mengindikasikan bahwa kelompok usia > 36 tahun, dengan jumlah responden sebanyak 59 orang, merupakan yang paling dominan.
Tabel 4.3 Usia Responden
	Usia
	Jumlah
	Persentase

	<25 Tahun
	9
	9%

	26 – 35 Tahun
	32
	32%

	> 36 Tahun
	59
	59%

	Total
	100
	100%


Sumber: Hasil Olahan Data, 2025
4.1.4 [bookmark: _bookmark55]Pendidikan Terakhir Responden

Berdasarkan hasil pengumpulan data 100 wajib pajak restoran Kota Samarinda, dapat diketahui bahwa jumlah responden untuk berpendidikan terakhir SD sebesar 3%, SMP sebesar 2%, SMA/SMK sebesar 60%, Diploma sebesar 2%, Sarjana (S1) sebesar 30%, Pascasarjana (S2) sebesar 3%, dan (S3) sebesar 0%.
Tabel 4.4 Pendidikan Terakhir Responden
	Usia
	Jumlah
	Persentase

	SD
	3
	3%

	SMP
	2
	2%

	SMA/SMK
	60
	60%

	Diploma
	2
	2%

	Sarjana (S1)
	30
	30%

	Pascasarjana (S2)
	3
	3%

	Pascasarjana (S3)
	0
	0%

	Total
	100
	100%


Sumber: Hasil Olahan Data, 2025
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4.2 [bookmark: _bookmark56]Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan metode untuk menggambarkan atau menjelaskan jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan yang disusun berdasarkan indikator dari masing-masing variabel. Analisis ini dilakukan dengan mengolah hasil tanggapan dari para wajib pajak restoran yang dinilai menggunakan skala 1-5, sesuai dengan indikator yang tercantum dalam instrumen survei.
4.2.1 [bookmark: _bookmark57]Analisis Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kepatuhan wajib pajak dianalisis menggunakan lima indikator dengan sembilan pernyataan. Hasil analisis deskriptif untuk variabel ini disajikan dalam bentuk nilai rata-rata (mean), sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:
Tabel 4.5 Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
	
Indikator
	Jumlah
	
Rata-rata (mean) Indikator

	
	1
	2
	3
	4
	5
	

	Y.1
	0
	5
	12
	58
	25
	4,03

	Y.2
	0
	5
	14
	40
	41
	4,17

	Y.3
	0
	0
	20
	53
	27
	4,07

	Y.4
	0
	3
	17
	50
	30
	4,07

	Y.5
	0
	3
	11
	61
	25
	4,08

	Y.6
	0
	0
	13
	55
	32
	4,19

	Y.7
	0
	2
	18
	52
	28
	4,06

	Y.8
	0
	5
	17
	48
	30
	4,03

	Y.9
	0
	3
	16
	60
	21
	3,99

	Rata-rata (mean) Variabel
	4,08


Sumber: Hasil Olahan Data, 2025
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Dari tabel diatas hasil analisis deskriptif dari pernyataan Y.1 diperoleh nilai mean yang berjumlah 4,03. Dengan demikian menyatakan bahwa wajib pajak PBJT atas Makanan dan Minuman telah mendaftarkan diri ke Bapenda dan memiliki NPWPD. Hasil analisis deskriptif dari pernyataan Y.2 diperoleh nilai mean yang berjumlah 4,17. Dengan demikian menyatakan bahwa wajib pajak PBJT atas Makanan dan Minuman memahami kewajiban untuk mendaftarkan diri sesuai dengan peraturan perpajakannya. Hasil analisis deskriptif dari pernyataan Y.3 diperoleh nilai mean yang berjumlah 4,07. Dengan demikian menyatakan bahwa wajib pajak PBJT atas Makanan dan Minuman selalu melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dengan tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Hasil analisis deskriptif dari pernyataan Y.4 diperoleh nilai mean yang berjumlah 4,07. Dengan demikian menyatakan bahwa wajib pajak PBJT atas Makanan dan Minuman selalu melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dengan tepat waktu walaupun ada kendala atau kesulitan lainnya. Hasil analisis deskriptif dari pernyataan Y.5 diperoleh nilai mean yang berjumlah 4,08. Dengan demikian menyatakan bahwa wajib pajak PBJT atas Makanan dan Minuman yakin bahwa perhitungan pajak yang dibayarkan sesuai dengan jumlah yang terutang dan aturan yang berlaku. Hasil analisis deskriptif dari pernyataan Y.6 diperoleh nilai mean yang berjumlah 4,19. Dengan demikian menyatakan bahwa wajib pajak PBJT atas Makanan dan Minuman selalu memastikan jumlah pajak yang dibayar sudah sesuai dengan jumlah yang dihitungnya. Hasil analisis deskriptif dari pernyataan Y.7 diperoleh nilai mean yang berjumlah 4,06. Dengan demikian menyatakan bahwa wajib pajak selalu membayar PBJT atas Makanan dan
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Minuman dengan tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Hasil analisis deskriptif dari pernyataan Y.8 diperoleh nilai mean yang berjumlah 4,03. Dengan demikian menyatakan bahwa wajib pajak selalu membayar PBJT atas Makanan dan Minuman dengan tepat waktu walaupun ada kendala atau kesulitan lainnya. Hasil analisis deskriptif dari pernyataan Y.9 diperoleh nilai mean yang berjumlah 3,99. Dengan demikian menyatakan bahwa wajib pajak selalu membayar kewajiban pajaknya tepat waktu sehingga tidak memiliki tunggakan PBJT atas Makanan dan Minuman.
4.2.2 [bookmark: _bookmark58]Analisis Deskriptif Penerapan Aplikasi SIMPAD (X1)

Penerapan aplikasi SIMPAD diukur menggunakan tiga indikator dengan enam pernyataan. Tabel berikut adalah hasil analisis deskriptif penerapan aplikasi SIMPAD yang digambarkan dengan hasil rata-rata (mean), yaitu:
Tabel 4.6 Deskriptif Penerapan Aplikasi SIMPAD (X1)
	
Indikator
	Jumlah
	Rata-rata (mean) Indikator

	
	1
	2
	3
	4
	5
	

	X1.1
	1
	5
	24
	49
	21
	3,84

	X1.2
	1
	4
	22
	49
	21
	3,89

	X1.3
	0
	3
	18
	65
	14
	3,90

	X1.4
	0
	3
	21
	60
	16
	3,89

	X1.5
	0
	13
	25
	49
	13
	3,62

	X1.6
	0
	15
	18
	58
	9
	3,61

	Rata-rata (mean) Variabel
	3,79


Sumber: Hasil Olahan Data, 2025
Dari tabel diatas hasil analisis deskriptif dari pernyataan X1.1 diperoleh nilai mean yang berjumlah 3,84. Dengan demikian menyatakan bahwa SIMPAD memudahkan dalam pelaporan pajak kapan saja bagi wajib pajak PBJT atas Makanan dan Minuman. Hasil analisis deskriptif dari pernyataan X1.2 diperoleh
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nilai mean yang berjumlah 3,89. Dengan demikian menyatakan bahwa kemudahan pelaporan pajak secara online atau melalui SIMPAD meningkatkan kenyamanan dan kepatuhan bagi wajib pajak PBJT atas Makanan dan Minuman dalam memenuhi kewajiban pajak.
Hasil analisis deskriptif dari pernyataan X1.3 diperoleh nilai mean yang berjumlah 3,90. Dengan demikian menyatakan bahwa sistem pelaporan pajak secara Online (seperti SIMPAD) membantu wajib pajak PBJT atas Makanan dan Minuman menghemat biaya dibandingkan dengan metode pelaporan manual. Hasil analisis deskriptif dari pernyataan X1.4 diperoleh nilai mean yang berjumlah 3,89. Dengan demikian menyatakan bahwa wajib pajak PBJT atas Makanan dan Minuman mudah mengakses pelaporan pajak secara digital mengurangi pengeluaran tambahan, seperti biaya transportasi atau jasa pihak ketiga. Hasil analisis deskriptif dari pernyataan X1.5 diperoleh nilai mean yang berjumlah 3,62. Dengan demikian menyatakan bahwa panduan dan fitur yang tersedia dalam SIMPAD memudahkan wajib pajak PBJT atas Makanan dan Minuman pemula untuk memahami cara penggunaannya. Hasil analisis deskriptif dari pernyataan X1.6 diperoleh nilai mean yang berjumlah 3,61. Dengan demikian menyatakan bahwa antarmuka dan desain SIMPAD dirancang dengan sederhana shingga mudah dipahami oleh pengguna baru.
4.2.3 [bookmark: _bookmark59]Analisis Deskriptif Pemahaman Perpajakan (X2)

Dalam penelitian ini pemahaman perpajakan diukur menggunakan tiga indikator dengan enam pernyataan. Tabel berikut adalah hasil analisis deskriptif pemahaman perpajakan yang digambarkan dengan hasil rata-rata (mean), yaitu:
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Tabel 4.7 Deskriptif Pemahaman Perpajakan (X2)
	Indikator
	Jumlah
	Rata-rata (mean) Indikator

	
	1
	2
	3
	4
	5
	

	X2.1
	1
	2
	21
	55
	21
	3,93

	X2.2
	1
	3
	23
	52
	21
	3,89

	X2.3
	1
	6
	17
	60
	16
	3,84

	X2.4
	1
	5
	14
	62
	18
	3,91

	X2.5
	0
	2
	19
	52
	27
	4,04

	X2.6
	0
	2
	21
	51
	26
	4,01

	Rata-rata (mean) Variabel
	3,94


Sumber: Hasil Olahan Data, 2025
Dari tabel diatas hasil analisis deskriptif dari pernyataan X2.1 diperoleh nilai mean yang berjumlah 3,93. Dengan demikian menyatakan bahwa wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman memahami ketentuan umum pajak daerah, termasuk hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Hasil analisis deskriptif dari pernyataan X2.2 diperoleh nilai mean yang berjumlah 3,89. Dengan demikian menyatakan bahwa wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman mengetahui dana mengikuti peraturan yang berlaku yang diatur dalam ketentuan umum pajak daerah. Hasil analisis deskriptif dari pernyataan X2.3 diperoleh nilai mean yang berjumlah 3,84. Dengan demikian menyatakan bahwa wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman memahami sistem perpajakan, termasuk mekanisme penghitungan, pelaporan, dan pembayaran PBJT atas Makanan dan Minuman di Kota Samarinda. Hasil analisis deskriptif dari pernyataan X2.4 diperoleh nilai mean yang berjumlah 3,91. Dengan demikian menyatakan bahwa wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman mengetahui PBJT atas makanan dan minuman harus dibayarkan sesuai dengan sistem perpajakan di Indonesia. Hasil analisis deskriptif dari pernyataan X2.5 diperoleh nilai mean yang berjumlah 4,04. Dengan demikian menyatakan
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bahwa wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman memahami fungsi perpajakan daerah Kota Samarinda sebagai sumber penerimaan daerah. Hasil analisis deskriptif dari pernyataan X2.6 diperoleh nilai mean yang berjumlah 4,01. Dengan demikian menyatakan bahwa wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman memahami pajak yang dibayarkan digunakan untuk mendukung pembangunan daerah dan penyediaan layanan publik.
4.2.4 [bookmark: _bookmark60]Analisis Deskriptif Sanksi Pajak (X3)

Pengukuran sanksi pajak menggunakan tiga indikator dengan enam pernyataan. Tabel berikut adalah hasil analisis deskriptif sanksi pajak yang digambarkan dengan hasil rata-rata (mean), yaitu:
Tabel 4.8 Deskriptif Sanksi Pajak (X3)
	
Indikator
	Jumlah
	Rata-rata (mean) Indikator

	
	1
	2
	3
	4
	5
	

	X3.1
	2
	0
	28
	50
	20
	3,86

	X3.2
	5
	2
	21
	58
	14
	3,74

	X3.3
	7
	0
	32
	41
	20
	3,67

	X3.4
	8
	0
	23
	49
	20
	3,73

	X3.5
	5
	1
	20
	50
	24
	3,87

	X3.6
	5
	0
	18
	48
	29
	3,96

	Rata-rata (mean) Variabel
	3,81


Sumber: Hasil Olahan Data, 2025
Dari tabel diatas hasil analisis deskriptif dari pernyataan X3.1 diperoleh nilai mean yang berjumlah 3,86. Dengan demikian menyatakan bahwa sanksi pajak yang diberikan oleh pemerintah terhadap pelanggaran perpajakan harus jelas, adil, dan sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Hasil analisis deskriptif dari pernyataan X3.2 diperoleh nilai mean yang berjumlah 3,74. Dengan demikian menyatakan bahwa wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan
50






minuman percaya penerapan sanksi perpajakan yang tegas dapat mendorong kepatuhan wajib pajak di masyarakat. Hasil analisis deskriptif dari pernyataan X3.3 diperoleh nilai mean yang berjumlah 3,67. Dengan demikian menyatakan bahwa tidak seharusnya ada toleransi atau pengecualian dalam pemberian sanksi pajak bagi wajib pajak yang melanggar peraturan. Hasil analisis deskriptif dari pernyataan X3.4 diperoleh nilai mean yang berjumlah 3,73. Dengan demikian menyatakan bahwa sanksi pajak harus diterapkan tanpa adanya kompromi, untuk memastikan keadilan bagi seluruh wajib pajak. Hasil analisis deskriptif dari pernyataan X3.5 diperoleh nilai mean yang berjumlah 3,87. Dengan demikian menyatakan bahwa sanksi pajak yang diterapkan harus proporsional dengan pelanggaran yang dilakukan, sehingga dapat memberikan efek jera bagi pelanggar. Hasil analisis deskriptif dari pernyataan X3.6 diperoleh nilai mean yang berjumlah 3,96. Dengan demikian menyatakan bahwa pemberian sanksi yang tegas dan seimbang dapat mencegah pelanggaran pajak di masa depan dan meningkatkan kepatuhan pajak.
4.3 [bookmark: _bookmark61]Analisis Data

4.3.1 [bookmark: _bookmark62]Model Pengukuran atau Outer Model
1) Uji Validitas

Uji validitas yaitu convergent validity dan discriminant validity.

a. Validitas Konvergen (convergent validity)

Uji validitas konvergen dengan melihat nilai loading factor (>0,70) dan melihat angka nilai ukur average variance extracted (AVE) yang besarnya (>0,50) (Ghozali & Latan, 2015). Nilai outer loading dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 4.9 Outer Loading
	Variabel
	Instrumen
	Outer Loadings
	Keterangan

	Penerapan Aplikasi SIMPAD
	X1.1
	0,788
	Valid

	
	X1.2
	0,864
	Valid

	
	X1.3
	0,795
	Valid

	
	X1.4
	0,777
	Valid

	
	X1.5
	0,783
	Valid

	
	X1.6
	0,806
	Valid

	Pemahaman Perpajakan
	X2.1
	0,762
	Valid

	
	X2.2
	0,819
	Valid

	
	X2.3
	0,833
	Valid

	
	X2.4
	0,849
	Valid

	
	X2.5
	0,859
	Valid

	
	X2.6
	0,862
	Valid

	Sanksi Pajak
	X3.1
	0,773
	Valid

	
	X3.2
	0,927
	Valid

	
	X3.3
	0,870
	Valid

	
	X3.4
	0,902
	Valid

	
	X3.5
	0,934
	Valid

	
	X3.6
	0,809
	Valid

	Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan Minuman
	Y.1
	0,736
	Valid

	
	Y.2
	0,824
	Valid

	
	Y.3
	0,857
	Valid

	
	Y.4
	0,865
	Valid

	
	Y.5
	0,790
	Valid

	
	Y.6
	0,842
	Valid

	
	Y.7
	0,819
	Valid

	
	Y.8
	0,897
	Valid

	
	Y.9
	0,877
	Valid


Sumber: Hasil Olahan Data, 2025
Dari tabel 4.9 diatas semua indikator dari outer loading memiliki nilai >0,70 yang membuktikan bahwa konstruk dapat diterima. Langkah selanjutnya untuk 40 mengevaluasi validitas konvergen, selain melihat faktor loading dapat dilihat dari nilai AVE yang dikatakan valid jika nilainya >0,50.
Tabel 4.10 Nilai AVE (Average Variance)
	Variabel
	Nilai AVE
	Keterangan

	Penerapan Aplikasi SIMPAD (X1)
	0.644
	Valid

	Pemahaman Perpajakan (X2)
	0.691
	Valid

	Sanksi Pajak (X3)
	0.759
	Valid

	Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan Minuman (Y)
	0.698
	Valid


Sumber: Hasil Olahan Data, 2025
Pada tabel 4.10 menyatakan bahwa nilai AVE yang memiliki nilai >0,50 yang membuktikan nilai valid dan memenuhi syarat.
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b. Validitas Diskriminan (discriminant validity)

Pengukuran validitas diskriminan dilakukan dengan membandingkan nilai cross loading setiap indikator dengan nilai indikator pada variabel lainnya (Ghozali & Latan, 2015).
Tabel 4.11 Hasil Cross Loading
	
	X1.
	X2.
	X3.
	Y.

	X1.1
	0,788
	0,531
	0,478
	0,259

	X1.2
	0,864
	0,600
	0,466
	0,288

	X1.3
	0,795
	0,446
	0,335
	0,272

	X1.4
	0,777
	0,477
	0,320
	0,239

	X1.5
	0,783
	0,452
	0,160
	0,289

	X1.6
	0,806
	0,434
	0,162
	0,299

	X2.1
	0,507
	0,762
	0,343
	0,374

	X2.2
	0,572
	0,819
	0,415
	0,482

	X2.3
	0,492
	0,833
	0,436
	0,580

	X2.4
	0,501
	0,849
	0,356
	0,545

	X2.5
	0,486
	0,859
	0,582
	0,632

	X2.6
	0,514
	0,862
	0,590
	0,671

	X3.1
	0,214
	0,500
	0,773
	0,629

	X3.2
	0,349
	0,469
	0,927
	0,647

	X3.3
	0,356
	0,424
	0,870
	0,584

	X3.4
	0,364
	0,503
	0,902
	0,666

	X3.5
	0,344
	0,518
	0,934
	0,718

	X3.6
	0,427
	0,502
	0,809
	0,656

	Y.1
	0,102
	0,466
	0,503
	0,736

	Y.2
	0,159
	0,605
	0,500
	0,824

	Y.3
	0,257
	0,481
	0,762
	0,857

	Y.4
	0,326
	0,578
	0,626
	0,865

	Y.5
	0,306
	0,610
	0,619
	0,790

	Y.6
	0,192
	0,521
	0,720
	0,842

	Y.7
	0,585
	0,661
	0,699
	0,819

	Y.8
	0,346
	0,588
	0,571
	0,897

	Y.9
	0,266
	0,560
	0,584
	0,877


Sumber: Hasil Olahan Data, 2025
Tabel 4.11 menunjukkan bahwa nilai korelasi antara variabel laten dan indikatornya lebih besar dibandingkan dengan ukuran variabel laten lainnya. Nilai cross loading setiap variabel lebih dari 0,50. Berdasarkan hal tersebut, dapat
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disimpulkan bahwa analisis data penelitian layak digunakan dan tidak terdapat masalah pada validitas diskriminan dalam analisis cross loading.
3) Uji Reabilitas

Uji reliabilitas instrumen bertujuan untuk memastikan bahwa instrumen dapat mengukur secara konsisten atau reliabel. Suatu variabel dianggap reliabel jika nilai composite reliability lebih dari 0,60 dan nilai Cronbach’s Alpha, yang digunakan untuk mengukur batas bawah reliabilitas konstruk, memiliki nilai lebih dari 0,70 (Ghozali & Latan, 2015).
Tabel 4.12 Hasil Composite Reliability dan Cronbach’s Alpha
	Variabel
	Composite Reliability
	Cronbach’s Alpha
	Keterangan

	Penerapan Aplikasi SIMPAD
	0,892
	0,889
	Reliabel

	Pemahaman Perpajakan
	0,925
	0,912
	Reliabel

	Sanksi Pajak
	0,938
	0,935
	Reliabel

	Kepatuhan Wajib Pajak
	0,945
	0,945
	Reliabel


Sumber: Hasil Olahan Data, 2025

Tabel 4.14 menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai composite reliability dan Cronbach’s Alpha lebih dari 0,7. Nilai tersebut membuktikan bahwa instrumen memiliki konsistensi dan stabilitas dalam pernyataan yang disampaikan kepada responden. Hal ini membuktikan bahwa setiap pernyataan dinyatakan reliabel, sehingga memenuhi syarat untuk reliabilitas.
4.3.2 [bookmark: _bookmark63]Model Struktural atau Inner Model

Beberapa pendekatan yang digunakan untuk mengevaluasi model struktural (Inner Model) meliputi nilai R-Square, F-Square dan estimasi koefisien jalur.
1) R-Square

Tujuan dari R-Square adalah untuk mengukur seberapa besar tingkat variasi
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variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Nilai R-Square dinilai berdasarkan kategorisasi tertentu, yaitu 0,75 menunjukkan bahwa model memiliki kekuatan yang tinggi, 0,50 menunjukkan kekuatan sedang (moderate), dan 0,25 menunjukkan bahwa model lemah. Hasil perhitungan nilai R-Square ditampilkan dalam tabel berikut:
Tabel 4.13 Hasil R-Square
	Keterangan
	R-Square
	R-Square Adjusted

	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
	0.672
	0,662


Sumber: Hasil Olahan Data, 2025
Berdasarkan Tabel 4.13, nilai R-Square tercatat sebesar 0,672 atau 67,2%. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak, berada pada kategori model sedang (moderate). Sementara itu, sisanya sebesar 32,8% kemungkinan dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.
2) F-Square

F-Square berfungsi untuk mengukur seberapa besar pengaruh antar variabel melalui ukuran efek (effect size). Penelitian terhadap nilai F-Square didasarkan pada kriteria tertentu, yaitu 0,35 menunjukkan pengaruh yang kuat, 0,15 menunjukkan pengaruh sedang (moderate), dan 0,02 menunjukkan pengaruh yang lemah. Hasil perhitungan nilai F-Square disajikan pada tabel berikut:
Tabel 4.14 Hasil F-Square
	Keterangan
	F-Square

	Penerapan Aplikasi SIMPAD (X1)
	0.046

	Pemahaman Perpajakan (X2)
	0,328

	Sanksi Pajak (X3)
	0,635


Sumber: Hasil Olahan Data, 2025
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3) Estimasi Koefisien Jalur


[image: ]
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4.3.3 [bookmark: _bookmark64]Uji Hipotesis

Gambar 4.1 Hasil Bootstrapping
Sumber: Data Diolah, 2025

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menentukan apakah hipotesis yang diajukan dapat diterima atau harus ditolak. Dalam penelitian ini, tingkat signifikansi yang digunakan adalah p-value < 0,05 (alpha 5%), dengan pendekatan pengujian satu arah. Hasil analisis pengujian hipotesis disajikan dalam tabel berikut:
Tabel 4.15 Hasil Path Coefficient
	Keterangan
	Original sample
	P-Values

	X1 -> Y
	-0,155
	0,105

	X2 -> Y
	0,461
	0,001

	X3 -> Y
	0,553
	0,000


Sumber: Hasil Olahan Data, 2025




Berdasarkan tabel 4.15 adapun hasil olah data dari hasil uji hipotesis sebagai berikut:
1. Pada pengujian hipotesis pertama, diperoleh nilai p-value sebesar 0,105 yang lebih besar dari 0,05 (< 0,05) dan nilai Original sample menunjukkan angka negatif sebesar -0,155. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan aplikasi SIMPAD tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman di Kota Samarinda, sehingga hipotesis pertama (H1) dinyatakan ditolak.
2. Pada pengujian hipotesis kedua, diperoleh nilai p-value sebesar 0,001 yang lebih kecil dari 0,05 (< 0,05) dan nilai Original sample menunjukkan angka positif sebesar 0,461. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman di Kota Samarinda, sehingga hipotesis kedua (H2) dinyatakan diterima.
3. Pada pengujian hipotesis kedua, diperoleh nilai p-value sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 (< 0,05) dan nilai Original sample menunjukkan angka positif sebesar 0,553. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman di Kota Samarinda, sehingga hipotesis kedua (H3) dinyatakan diterima.
4.4 [bookmark: _bookmark65]Pembahasan

Ringkasan hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.16 berikut:
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Tabel 4.16 Rekapitulasi Hasil Pengujian Hipotesis
	Hipotesis
	Keterangan

	
H1
	Penerapan aplikasi SIMPAD tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman di Kota Samarinda.
	
Ditolak

	
H2
	Pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak pajak barang dan
jasa tertentu atas makanan dan minuman di Kota Samarinda.
	
Diterima

	
H3
	Sanksi pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak pajak barang dan jasa tertentu atas
makanan dan minuman di Kota Samarinda.
	
Diterima


Sumber: Hasil Olahan Data, 2025
4.4.1 [bookmark: _bookmark66]Pengaruh Penerapan Aplikasi SIMPAD Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan Minuman Pengujian pertama menunjukkan bahwa penerapan aplikasi SIMPAD tidak
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman di Kota Samarinda. Nilai Original sample yaitu -0,155 menunjukkan arah hubungan yang negatif. Selanjutnya, nilai t-statistic sebesar 1,619 lebih kecil dari 1,96 yang menunjukkan bahwa hubungan tersebut tidak signifikan secara statistik. Hal ini diperkuat oleh nilai p-value sebesar 0,105 yang lebih besar dari 0,05 sehingga hipotesis ditolak. Hal ini membuktikan bahwa efektif dan efisien penerapan aplikasi SIMPAD untuk membantu pelaporan SPTPD, hal tersebut tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Menurut hasil penelitian Satria & Putri (2021) dan Amalia et al., (2022) hal tersebut disebabkan karena masih ada wajib pajak yang belum sadar akan kewajiban perpajakannya khususnya dalam membayar pajak, namun penyebab dari hasil penelitian ini berbeda. Salah satu wajib pajak mengatakan merasa takut jika ada kesalahan dalam proses pelaporan SPTPD dan lebih merasa aman jika pelaporan SPTPD didampingi oleh petugas pajak daerah. Ketergantungan pada
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bantuan petugas pajak daerah menunjukkan bahwa banyak wajib pajak belum siap untuk melakukan pelaporan secara mandiri. Agar wajib pajak mampu melaporkan SPTPD secara mandiri melalui aplikasi SIMPAD, diperlukan edukasi dan pelatihan intensif mengenai tata cara penggunaannya.
Berdasarkan Teori Technology Acceptance Model (TAM), indikator utama penerimaan terhadap suatu teknologi salah satunya ialah persepsi terhadap kemudahan penggunaan (perceived ease of use). Persepsi kemudahan penggunaan mencerminkan keyakinan individu bahwa suatu sistem dapat dioperasikan tanpa upaya yang berlebihan. Hasil penelitian ini melemahkan teori yang menyatakan bahwa kemudahan penggunaan teknologi akan secara otomatis meningkatkan adopsi karena banyak wajib pajak yang tidak yakin bagaimana menggunakan aplikasi SIMPAD. Selain itu, hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa pernyataan X1.5 dan X1.6 memiliki nilai mean terendah yang menunjukkan bahwa panduan, fitur, serta antarmuka dan desain SIMPAD masih kurang dipahami oleh wajib pajak. hal ini tidak dianggap efisien atau bermanfaat oleh wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak bisa meningkat maupun menurun. Oleh karena itu panduan, fitur, serta antarmuka dan desain SIMPAD masih perlu ditingkatkan agar lebih mudah dipahami dan dioperasikan oleh wajib pajak PBJT atas makanan dan minuman sehingga wajib pajak yakin dalam melaporkan SPTPD menggunakan aplikasi SIMPAD secara mandiri dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Defitri & Fauziati (2018), Satria & Putri (2021), Amalia et al., (2022), yang menyimpulkan
bahwa E-Filling tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
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4.4.2 [bookmark: _bookmark67]Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan Minuman
Pengujian kedua menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman di Kota Samarinda. Nilai Original sample sebesar 0,461 menunjukkan arah hubungan yang positif. Selanjutnya, nilai t-statistic sebesar
3.321 lebih besar dari 1,96 yang menunjukkan bahwa hubungan tersebut signifikan secara statistik. Hal ini diperkuat oleh nilai p-value sebesar 0,001 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga hipotesis diterima. Hasil ini membuktikan bahwa peningkatan pemahaman perpajakan pada wajib pajak berdampak langsung pada peningkatan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman yang memiliki pemahaman yang baik mengenai peraturan perpajakan cenderung menjalankan hak dan kewajibannya dengan lebih tertib. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan yang dimiliki, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.
Pembayaran pajak oleh wajib pajak memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Peningkatan penerimaan ini tidak hanya memperkuat keuangan daerah, tetapi juga mendorong kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Pemahaman perpajakan akan menumbuhkan kesadaran bagi Wajib Pajak PBJT atas makanan dan minuman akan pentingnya membayar pajak untuk bangsa Indonesia (Abdi Pradnyani et al.,
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2022). Salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan tersebut adalah tingkat pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, khususnya wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman. Pemahaman ini dapat diperoleh melalui berbagai cara, di antaranya adalah kegiatan sosialisasi yang dilaakukan oleh petugas pajak serta melalui pendidikan perpajakan (Tax Education), yang diterima baik secara formal maupun nonformal.
Berdasarkan teori atribusi, pemahaman terhadap perpajakan mencakup aspek-aspek internal dalam diri wajib pajak yang memengaruhi pengambilan keputusan terkait sikap dan tindakan dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Wajib pajak sudah paham mengenai peraturan perpajakan sehingga wajib pajak sudah mengerti akan untung dan rugi dari resiko tidak patuh pajak, serta dapat meningkatkan kepatuhannya dengan meningkatkan pemahaman perpajakannya, wajib pajak yang mengerti dan juga memahami bahwa pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang dapat digunakan untuk pembangunan negara, cenderung berfikir akan membayar pajak demi pembangunan negara (Ignas Pau et al., 2022). Oleh sebab itu, penting bagi setiap wajib pajak untuk memiliki pemahaman yang baik mengenai kewajiban perpajakannya dan mampu menerapkannya secara tepat.
Temuan dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ida & Jenni (2021), yang menyatakan bahwa tingkat pemahaman perpajakan yang lebih baik pada wajib pajak akan mendorong tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. Hasil penelitian ini membuktikan adanya pengaruh positif dan signifikan antara pemahaman perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Temuan serupa juga
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diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh Abdi Pradnyani et al., (2022), Lazuardini et al., (2018) dan Permata & Zahroh (2022), serta Rizajayanti (2017), yang semuanya menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4.4.3 [bookmark: _bookmark68]Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan Minuman
Pengujian ketiga menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman di Kota Samarinda. Nilai Original sample sebesar 0,553 menunjukkan arah hubungan yang positif. Selanjutnya, nilai t-statistic sebesar
4.433 lebih besar dari 1,96 yang menunjukkan bahwa hubungan tersebut signifikan secara statistik. Hal ini diperkuat oleh nilai p-value sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga hipotesis diterima. Penelitian ini mengungkapkan bahwa penerapan sanksi pajak yang tinggi berpotensi mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak. sanksi perpajakan akan memberi kerugian untuk wajib pajak yang tidak patuh atau tidak melaksanakan kewajiban perpajakan selaras dengan peraturan yang berlaku. Maka, sanksi akan memotivasi wajib pajak guna melaksanakan sikap patuh supaya tidak memberi kerugian untuk dirinya (Permata & Zahroh, 2022).
Sanksi yang dikenakan dinilai mampu mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dan bertanggung jawab terhadap kewajiban perpajakannya. Jika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka hukuman berupa denda atau pidana akan dihadapi oleh wajib pajak. Hal ini
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tentu sangat merugikan bagi wajib pajak, sehingga wajib pajak akan takut untuk melanggar peraturan perpajakan yang berlaku dan akan cenderung mendorong peningkatan kepatuhan dan berdampak positif terhadap penerimaan pajak daerah, khususnya di Kota Samarinda.
Berdasarkan teori atribusi, sanksi pajak dikategorikan sebagai faktor eksternal yang dapat memengaruhi persepsi wajib pajak dalam menilai perilaku kepatuhan wajib pajak. Sanksi ini merupakan bentuk tindakan yang diberikan oleh otoritas pajak kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan yang berlaku. Diharapkan bahwa penerapan sanksi mampu mendorong wajib pajak untuk lebih taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran akan konsekuensi sanksi yang merugikan diri sendiri menjadi dorongan bagi wajib pajak untuk tidak melakukan pelanggaran. Semakin besar atau tegas sanksi yang dikenakan, maka semakin kuat pula pengaruh eksternal yang mendorong peningkatan kepatuhan.
Penelitian ini menunjukkan hasil yang sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Arisandy (2017), Satria & Putri (2021), Permata & Zahroh, (2022), Rizki & Farina (2022) dan Wulandini & Srimindarti (2023), yang secara umum menunjukkan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
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[bookmark: _bookmark69][bookmark: _bookmark70]BAB V PENUTUP
5.1 [bookmark: _bookmark71]Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan hasil pembahasan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Penerapan aplikasi SIMPAD tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman yang terdaftar di Bapenda Kota Samarinda.
2. Pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman yang terdaftar di Bapenda Kota Samarinda.
3. Sanksi pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman yang terdaftar di Bapenda Kota Samarinda.
5.2 [bookmark: _bookmark72]Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain sebagai berikut:

1. Pada penelitian ini, nilai R-Square yang diperoleh adalah sebesar 0,672 atau setara dengan 67,2%, yang menunjukkan bahwa variabel-variabel dalam model mampu menjelaskan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar persentase tersebut. Sementara itu, sisanya sebesar 32,8% kemungkinan berasal dari faktor-faktor lain yang tidak dibahas dalam ruang lingkup penelitian ini.
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2. Sebagian besar responden dalam penelitian ini merupakan pemilik atau pengelola restoran skala kecil di Kota Samarinda, karena beberapa wajib pajak dari restoran menengah ke atas yang ditemui tidak bersedia mengisi kuesioner karena menganggap identitas dan informasi mereka bersifat rahasia.
5.3 [bookmark: _bookmark73]Saran
Beberapa saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagi Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan Minuman, disarankan untuk lebih proaktif dalam mempelajari panduan penggunaan aplikasi SIMPAD yang telah disediakan oleh Badan Pendapatan Daerah. Jika mengalami kesulitan dalam memahami fitur, antarmuka, atau proses pelaporan, wajib pajak sebaiknya tidak ragu untuk memanfaatkan layanan bantuan yang tersedia, seperti pusat informasi, call center, atau mengikuti sosialisasi dan pelatihan yang diselenggarakan oleh bapenda.
2. Bagi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Samarinda selaku instansi pemungut pajak daerah diharapkan untuk melakukan evaluasi dan pengembangan lebih lanjut terhadap panduan, fitur, serta antarmuka dan desain aplikasi SIMPAD dengan menyediakan panduan yang lebih interaktif dan komprehensif, seperti video tutorial, fitur bantuan (helpdesk/chatbot), atau pelatihan daring. Selain itu, penyempurnaan antarmuka pengguna (user interface) dengan pendekatan desain yang lebih ramah pengguna (user-friendly) akan meningkatkan kenyamanan dan
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efisiensi penggunaan aplikasi. Upaya ini diharapkan dapat memudahkan wajib pajak memahami dan mengoperasikan aplikasi SIMPAD secara mandiri.
3. Bagi peneliti selanjutnya agar bisa memperluas objek penelitian dan memperbanyak jumlah responden pada lingkup wilayah yang lebih luas dan dapat mengubah atau menambah variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini, misalnya kesadaran wajib pajak, pendidikan pajak (tax education), tarif pajak, pemeriksaan pajak, omset usaha ataupun menggunakan variabel moderasi untuk mengetahui pengaruh kepatuhan wajib pajak barang dan jasa atas makanan dan minuman Kota Samarinda.
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Lampiran 1. Kuesioner Penelitian
PENGANTAR
Sehubungan dengan penelitian yang akan saya lakukan pada bidang perpajakan dengan judul “Pengaruh Penerapan Aplikasi SIMPAD, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan Minuman di Kota Samarinda”.
Maka, Saya yang bertanda tangan dibawah ini : Nama	: Litha Lailatul Latifah
NIM	2101036259

Program Studi	: S1 Akuntansi

Perguruan Tinggi	: Universitas Mulawarman

Pada kesempatan ini, Saya mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk meluangkan waktu dan bersedia menjadi responden dengan menjawab seluruh pernyataan yang telah disediakan. Penelitian ini digunakan untuk kepentingan penulisan skripsi saya, sehingga semua keterangan dan jawaban dari Bapak/Ibu/Saudara/i hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Jawaban yang Bapak/Ibu/Saudara/I berikan sangat besar sekali artinya untuk kelancaran penelitian saya.
Demikian pengantar ini saya buat, atas perhatian serta bantuannya saya ucapkan terima
kasih.



Hormat Saya,



Litha Lailatul Latifah
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Kuesioner Penelitian
Bagian I : Data Responden
1. Nama Usaha	: ……….

2. Jenis Kelamin	:
Laki-Laki	[image: ]	Perempuan


3. Umur	: ……….

4. Pendidikan Terakhir  :
SD	[image: ]	SMA/SMK
SMP	[image: ]	Diploma
Sarjana (S1)	[image: ]	Pascasarjana (S2) Pascasarjana (S3)
5. Sudah Memiliki NPWPD :

Ya	[image: ]	Tidak

6. Melaporkan SPTPD
Ya	[image: ]	Tidak

7. Menggunakan SIMPAD
Ya	Tidak
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Bagian II    : Petunjuk Pengisian Kuesioner
1. Dimohon kesediaan bagi Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menjawab setiap pernyataan kuesioner dibawah ini dengan lengkap dan merupakan jawaban yang sebenarnya dengan memberikan tanda () dalam kolom yang telah disediakan.
2. Setiap jawaban hanya diperkenankan 1 jawaban.
3. Dibawah terdapat 15 pernyataan yang berhubungan dengan penerapan aplikasi SIMPAD, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.


Bagian III	: Pengisian Kuesioner Keterangan	:
· Sangat Tidak Setuju (STS)	= 1
· Tidak Setuju (TS)	= 2
· Netral (N)	= 3
· Setuju (S)	= 4
· Sangat Setuju (SS)	= 5
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1. Penerapan Aplikasi SIMPAD (X1)

	No.
	Pernyataan
	STS
	TS
	N
	S
	SS

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	SIMPAD memudahkan wajib pajak untuk
melaporkan pajak kapan saja.
	
	
	
	
	

	2.
	Kemudahan pelaporan pajak secara online atau melalui SIMPAD meningkatkan kenyamanan dan kepatuhan wajib pajak
dalam memenuhi kewajiban pajak.
	
	
	
	
	

	3.
	Sistem pelaporan pajak secara online (seperti SIMPAD) membantu wajib pajak menghemat  biaya  dibandingkan  dengan
metode pelaporan manual.
	
	
	
	
	

	4.
	Kemudahan akses pelaporan pajak secara digital mengurangi pengeluaran tambahan, seperti biaya transportasi atau jasa pihak
ketiga.
	
	
	
	
	

	5.
	Panduan dan fitur yang tersedia dalam SIMPAD	memudahkan	pemula	untuk
memahami cara penggunaannya.
	
	
	
	
	

	6.
	Antarmuka dan desain SIMPAD dirancang
dengan sederhana sehingga mudah dipahami oleh pengguna baru.
	
	
	
	
	



2. Pemahaman Perpajakan (X2)

	No.
	Pernyataan
	STS
	TS
	N
	S
	SS

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Memahami ketentuan umum pajak daerah,
termasuk hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak.
	
	
	
	
	

	2.
	Mengetahui dan mengikuti peraturan yang
diatur dalam ketentuan umum pajak daerah.
	
	
	
	
	

	3.
	Memahami  sistem  perpajakan,  termasuk
mekanisme penghitungan, pelaporan, dan
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	pembayaran pajak dan barang jasa tertentu
atas	makanan	dan	minuman	di	Kota Samarinda.
	
	
	
	
	

	4.
	Mengetahui pajak barang atau jasa tertentu atas makanan dan minuman yang harus dibayarkan sesuai dengan sistem perpajakan
di Indonesia.
	
	
	
	
	

	5.
	Memahami fungsi perpajakan daerah Kota Samarinda sebagai sumber penerimaan
daerah.
	
	
	
	
	

	6.
	Memahami bahwa pajak yang dibayarkan digunakan untuk mendukung pembangunan
daerah dan penyediaan layanan publik.
	
	
	
	
	



3. Sanksi Pajak (X3)

	No.
	Pernyataan
	STS
	TS
	N
	S
	SS

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Sanksi yang diberikan oleh pemerintah terhadap pelanggaran perpajakan harus jelas,  adil,  dan  sesuai  dengan  tingkat
kesalahan yang dilakukan.
	
	
	
	
	

	2.
	Penerapan sanksi perpajakan yang tegas dapat	mendorong	kepatuhan	pajak	di
masyarakat.
	
	
	
	
	

	3.
	Tidak seharusnya ada toleransi atau pengecualian dalam pemberian sanksi perpajakan  bagi  Wajib  Pajak  yang
melanggar peraturan.
	
	
	
	
	

	4.
	Sanksi perpajakan harus diterapkan tanpa
adanya	kompromi,	untuk	memastikan keadilan bagi seluruh Wajib Pajak.
	
	
	
	
	

	5.
	Sanksi perpajakan yang diterapkan harus
proporsional	dengan	pelanggaran	yang
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	dilakukan, sehingga dapat memberikan efek
jera bagi pelanggar.
	
	
	
	
	

	6.
	Pemberian sanksi yang tegas dan seimbang
dapat mencegah pelanggaran pajak di masa depan dan meningkatkan kepatuhan pajak
	
	
	
	
	



4. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

	No.
	Pernyataan
	STS
	TS
	N
	S
	SS

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Telah  mendaftarkan  diri  sebagai  Wajib
Pajak dan memiliki NPWPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	
	
	
	
	

	2.
	Memahami kewajiban untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak sesuai dengan
peraturan perpajakan.
	
	
	
	
	

	3.
	Perhitungan  pajak  yang  dibayar  sesuai
dengan jumlah yang terutang dan aturan yang berlaku.
	
	
	
	
	

	4.
	Memastikan  bahwa  jumlah  pajak  yang
dibayar sudah sesuai dengan jumlah yang dihitung.
	
	
	
	
	

	5.
	Membayar pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman dengan tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang telah
ditentukan.
	
	
	
	
	

	6.
	Membayar pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman dengan tepat waktu walaupun ada kendala atau kesulitan
lainnya.
	
	
	
	
	

	7.
	Melaporkan	Surat	Pemberitahuan	Pajak Daerah (SPTPD) dengan tepat waktu sesuai
dengan batas waktu yang telah ditentukan.
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	8.
	Melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dengan tepat waktu walaupun  ada  kendala  atau  kesulitan
lainnya.
	
	
	
	
	

	9.
	Membayar kewajiban pajak tepat waktu sehingga tidak memiliki tunggakan pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan
minuman.
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Lampiran 2. Hasil Olahan Data SmartPLS 4

1. Outer Loading
[image: ]


2. Construct Reliability and Validity
[image: ]
3. Cross Loading
[image: ]
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4. R-Square
[image: ]
5. F-Square
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6. Path Coefficients
[image: ]
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Lampiran 3. Surat Persetujuan Penelitian
[image: ]
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Lampiran 4. Dokumentasi
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